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MOTTO

Bersyukurlah karena Anda dapat melihat, hati-hatillah dalam melihat. Anugerah
ini bisa juga mencelakakan jiwa, (bdk. Mat 5 : 29)

Albertus Herwanta, O. Carm, Mutiara Kehidupan, Dioma, Malang,
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RINGKASAN

Tahanan merupakan orang yang diduga keras melakukan suaiu tindak
kejahatan. Tahanan didalam hukum merupakan subyck dan bukan obyek yang
tidak berbeda dari manusia lainnya yang tetap mempunyai hak dan kewajiban,
serta tetap untuk dihargai martabatnya olch pihak yang berwenang. Hak dan
kewajiban tahanan (ersebut tidak terlepas pula dari peranan Lembaga
Pemasyarakatan scbagai Pelaksana Perawatan Rumah Tahanan Negara dalam
melakukan suatu pemenuhan hak yang dijamin pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bentuk dan cara pemenuhun hak terhadap tahanan yang
dititipkan tersebut meliputi; hubungan tahanan dengan pihak luar; perawatan dan
kesejahteraan tahanan; bantuan hukum dan penyuluhan tuhanan: serta tahanan
dalam melakukan upaya hukum,

Tahanan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A Jember
merupakan tahanan yang dititipkan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
dan Mahkamah Agung. Adapun tahanan lerscbul berasal dari berbagai macam
lapisan masyarakat yang berbeda-beda tingkat perckonomiannya, tingkat
pendidikan, agama atau berasal dari suatu negara lain tidaklah membedakannya
untuk tidak diberlakukan sama dihadapan hukum. Dengan adanya hal tersebut
diatas, maka peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Jember dalam
Pelaksana Perawatan Tuhanan Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan hak
sangat penting bagi tahanan itu sendiri dan bagi masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatun sebagai Pelaksana Perawatan Rumah Tahanan
Negara dalam memenuhi hak tahanan harus selalu berdasarkan pada suatu
kemanusiaan yang merupakan kewajiban moral yang harus selalu diperhatikan
dalam rangka memperoleh dan mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang
hukum yaitu kesamaan, kedudukan, dan kesempatan guna memperoleh suatu
keadilan,

Adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia
yang bersifat universal, yang telah melekat pada sctiap subyek hukum yang

xii
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mengandung suatu makna bahwa hukum itu scbagai supremasi kekuasaan vang
tertinggl menjamin akan pelaksanaan hak asasi manusia dalam segala seg dan
aspek kehidupan dalam berbangsa dan berncgara. Berkaitan dengan hal tersebut,
penulis mengemukakan beberapa permasalahan vaitu' Bagaimana pemenuhan
kebutuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IT A Jember; Faktor Penghambat / Kendala-kendala yang dihadapi pthak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Jember dalam pemenuhan hak-hak tahanan.

Twuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari
permasalaha-permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasvarakatan Kelas [ A
Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ialah pendekatan hukum
sosiologis ( yuridis sosiologis ), pendekatan tersebut dipakai karena berlakunya
hukum di masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaannya di masyarakat

Pemenuhan kebutuhan hak-hak dari  tahanan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [l A Jember merupakan bentuk kewajiban dari negara
dimana mempunyai peranan yang sangat besar vaitu Pelaksana Perawatan Rumah
Tahanan Negara schingga seorang tahanan dapat memperoleh  hak-haknya.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Jember dalam pelaksanaan perlindungan
pemenuhan hak-hak para tahanan yang dititipkan tersebut telah melaksanakan dan
memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.
M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan
dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Perhatian dan peranan pemernntah dalam
upaya pemenuhan hak-hak para tahanan tersebut sangatlah dibutuhkan demi
menunjang keberhasilan dan kelancaran pemenuhan hak-hak tahanan yang

dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

2 TTR
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin
adanya persamaan dihadapan hukum, demikian pula hak-hak dari seorang
tersangka / terdakwa dijamin oleh sistem hukum Indonesia. Dalam negara hukum,
negara berada sederajad dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak
asasi manusia serta hak-hak individu selalu dilindungi oleh Undang-undang.
Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan individu ini
harus sama terhadap semua warga negara tanpa perkecualian.

Seorang tersangka / terdakwa merupakan subyek yang tidak berbeda dari
manusia lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban dan tetap untuk dihargai
martabatnya oleh pihak yang berwenang. Apakah seorang itu kaya atau miskin,
berasal dari budaya ras tertentu, atau mempunyai keyakinan politik tertentu
tidaklah membedakannya untuk tidak diperlakukan sama dihadapan hukum dan
terhadap hak-hak dari seorang tersangka / terdakwa dijamin dalam hukum acara
pidana ( KUHAP ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan berkaitan erat dengan pembatasan bergerak individu, oleh
karena itu harus dipergunakan apabila memang diperlukan sekali. Dengan
dilakukannya penahanan maka terjadi dua kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat yang saling berhadapan. Kepentingan individu untuk hidup bebas dan
kepentingan masyarakat untuk hidup aman dan tenteram.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan ;

“Scorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian
atau rehabilitasi”.

Menurut Amin (dalam Sasangka dkk,1996:81) menyatakan penahanan atas
diri seseorang merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai
hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam
Undang-undang.
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28 ]

Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinva menghilangkan
harkat dan martabat tersangka / terdakwa. Tidak pula dapat melenyapkan hak-hak
asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan Sepanjang vang berkenaan
dengan beberapa hak asasi vang berhubungan dencan harkat dan martabat seria
hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinva, tidak boleh dikurang,
dan harus dijamin oleh hukum sekalipun. Aspek kemanusiaan lain vang sangat
mendasar dilihat dari sudut hukum pidana guna melindungi harkat dan martabat
manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum adalah:

a. Berlakunya asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang vang disangka,
ditangkap, dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan vang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap
(pasal 8 UL No. 14 tahun 1970);

b. Berlakunya asas cupabilitas, bahwa seseorang tidak dapat dipidana, tanpa
adanya kesalahan (pasal 6 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970)

Adapun penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanva
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diben wewenang oleh
Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara vang diatur oleh Undang-
undang

Semakin berkembangnya jaman dan krisis ekonomi yang terjadi di negara
Indonesia  pada saat 1m tidak luput pula untuk mempengaruhi masalah hukum
Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tentang terbatasnya jumlah dan
keberadaan RUTAN. Dalam mengantisipasi masalah tersebut yang akhirnva
pemerintah [ndonesia mengeluarkan dan menetapkan suatu keputusan vaitu
penetapan  Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN. Lembaga
Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai RUTAN dalam memenuhi hak tahanan
yang dititipkan terbatas pada pemenuhan hak-hak tahanan secara fisik, dalam hal
perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan jasmam dan
rohani; Hak tahanan secara yuridis pemenuhan hak tahanan tersebut dibawah
tangung jawab instanst yang menahan. Salah satu contoh hak tahanan dalam
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meminta ganti kerugian, hak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan
penahanan, hak memberikan keterangan secara bebas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga vang berperan
sebagai pelaksana perawatan tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak luput dar
suatu permasalahan. Bagaimana merecka melakukan suatu pemenuhan hak dan
kendala-kendala yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan selama ini
dalam memenuhi hak tahanan vang dititipkan.

Dengan memperhatikan paparan di atas maka penulis dalam menulis
skripsi ini mengambil judul - “ PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG
DITITIPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 A
JEMBER™

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari skripsi yang berjudul ™ Pemenuhan Hak-Hak
Tahanan Yang Dititipkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Jember”
hanya ditujukan pada pemenuhan hak-hak fisik bagi seorang tahanan laki-laki
dewasa yang ditempatkan pada Lembaga Pemasvarakatan Kelas 11 A Jember
dengan jumlah tahanan pada waktu tertentu, pertanggal 23 — 31 Oktober 2002,

1.3 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka
dapat diambil suatu permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian,
yaitu
a. Bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak tahanan secara fisik yang
dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A Jember?
b. Faktor penghambat / kendala apa saja vang dialami oleh pithak Lembaga
Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak fisik tahanan vang dititipkan pada
Lembaga Pemasyarakatan?
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1.4 Tujuan Penulisan
Tuyuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan

skripst, yaitu

a. Untuk mengetahut hak-hak fisik para tersangka / terdakwa vang ditahan 1elah
dipenuhi oleh Lembaga Pemasvarakatan Kelas [T A Jember.

b. Untuk mengetahui fakior penghambat / kendala-kendala vang dialami dalam
usaha pemenuhan hak- hak f[isik tersangka / terdakwa selama dalam
penahanan di Lembaga Pemasvyarakatan Kelas [l A Jember

1.5 Metodologi

Untuk memperoleh hasil yang obyektif, maka dalam penulisan suatu karva
tuhs atau skripst ini dibutuhkan suatu metode penulisan tertentu  untuk
memperoleh data atau informas: yang faktual dan relevan dengan masalah vane
dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah Untuk itu

penulis menggunakan metodologt penulisan sebagar bertkut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Ditinjau dani sudut penelitian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan
dengan pendekatan hukum sosiologis ( yundis sosiologis) (Soerjono Soekanto.
1986 < 51).

Agar analisis terhadap permasalahan-permasalahan  dalam  penulisan
skripsi ini dapat efektif dan sistematis, maka penulis menggunakan pendekatan
tersebut. Menurut hemal penulis pendekatan masalah ini perlu dipakai karena
berlakunya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaannya di masvarakat,
sehingga hal tersebut perlu dikap dan dianalisis

1.5.2 Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini data-data yang digunakan oleh penulis adalah
sebagai berikut -
a sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari masvarakar
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian. Perolehan data primer dan
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penehtian laporan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),
wawancara, ataupun penyeharan kuisioner { Bambang Waluyo, 1996:16):

b.  sumber data sekunder, vaitu data-data yang diperoleh peneliti dani penelitian
kepustakaan dan dokumentasi, vang merupakan hasil penelitian pengelolaan
orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi

vang biasanya disediakan di perpustakaan (Hilman Hadikusuma,1995:65):

1.5.3 Mctode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut -

I. Study Literatur, merupakan cara pengumpulan data berdasarkan buku-
buku [iteratur, majalah dan perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan vang akan dibahas.

2. Study Lapangan, yang dimaksud dengan study lapangan adalah penulis
melakukan pengamatan dilokasi untuk mendapatkan data yang relevan
dengan apa yang menjadi pokok bahasan. Dalam hal i penulis
mengadakan tehnik pengumpulan data dengan cara -

a. Interview, vaitu tanya jawab dengan responden dalam hal ini
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Jember dan
beberapa tahanan untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan
dalam penulisan skripsi ini;

b. Quisioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar
pertanyaan kepada responden secara tertutup dan terbuka yang
diberikan kepada tahanan guna mengumpulkan data yang
diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

¢. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan
pengamatan secara langsung vang dilakukan penulis. Pengamatan
ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A Jember
( Ronny Hantjo Soemitro, 1988:50 ),
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1.5.4 Analisis Data

Untuk analisis data, penulis menggunakan metode Desknptil Analisis,
dimana data vang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian
rupa sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan Deskriptit analisis adalah
memusatkan din pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang vang bersifat
aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, serta dianalisa.
Dalam Deskriptif Analisis tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada
salah satu cara baik kualitatif maupun kuantitatif karena keduanya merupakan dua

cara yang saling melengkapi ( Soerjono Soekanto, 1986 : 69 ),
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[I. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Lembaga Pemasvarakatan merupakan tempat pembinaan bagm para
narapidana atau orang yvang menjalani hukuman. Berbagai narapidana dengan
segala bentuk kejahatan dan dakwaan ada dalam Lembaga Pemasyarakatan
lLembaga Pemasyarakatan Kelas I A Jember selain diperuntukkan bagi narapidana
tidak menutup kemungkinan diperuntukkan pula bagi para tahanan Hal tersebut
berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03 UM-01.06 Tahun 1983
Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai RUTAN vang
antara lain berist daftar Lembapa Pemasyarakatan vang ditetapkan schagai
RUTAN dan Lembaga Pemasvarakatan vang disamping tetap dipergunakan
sebagal Lembaga Pemasyarakatan, beberapa ruangannya ditetapkan sebagai
RUTAN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Jember telah berfungsi sejak jaman
pemerintahan Kolonial Belanda dan terletak di jalan PB Sudirman No. 13 Jember
Berdasar pada Keputusan Menten Kehakiman Nomor M.O1-PR .07 03 Tahun 1985
tentang Organisast dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1 A Jember
dengan struktur kepengurusan sebagai berikut ini :

KALAPAS
KASIUBAG TATA USAHA
i
| 1
KAUR KALR UMUM
KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN
KEPALA KASI KASI KASI ADM
KPLP —| (ATHTR AR = KEGIATAN t KAMTIB
NAPEANIDIK KERIA .
i
STAFF KPLF KASLIBSI KASLIHSI - AGAT
| REGISTRASI BIMBINGAN kiR Dy | (1 KASUBST
=] PENGOLATAN HASH
KASLIBSI KRy
BIMHINGAN .
B Staak RASLBSI
b, | == EEMASY ARAKATAN HA‘IJH&-' =t FRLAPORAN
Orgurmiinsi DA% PERAWATAN 1 SARANA KERIA DAK TATIR

i

|
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memenuhi  syarat scbagai Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A dengan kapasitas 425 penghuni. Jumlah penghuni yang
terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Jember sebanyak 217 tahanan
dan 294 narapidana. Secara keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Jember baik tahanan maupun narapidana berjumlah 511 penghuni,
sedangkan petugas Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 94 orang, berdasarkan
penelitian yang saya lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Jember per
tanggal 23 — 31 Oktober 2002 mengenai isi tahanan dan jenis tindak pidana yang
didakwakan padanya.

Lembaga Pemasyarakatan ini

Untuk lebik jelasnya gambaran mengenai jenis tindak pidana yang

didakwukan pada tahanan dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1 Jenis tindak pidana yang didakwakan pada tahanan

No | Tindak Pidana yang didakwakan Pasal f P(%)
1. | Kesusilaan 281-297 KUHP 9 3,5%
2. | Perjudian 303 KUHP 10 3.9 %
3. | Penculikan 324-336 KUHP 5 1,93 %
4. | Pembunuhan 338-350 KUHP 27 10,6 %
5. | Penganiayaan 351-356 KUHP 34 134 %
6. | Pencurian 362-364 KUHP 67 26,3 %
7. | Perampokan 365 KUHP 25 9.8 %
8. | Memeras/Mengancam 368-369 KUHP 6 23%
9. | Penggelapan 372-375 KUHP 6 2,3%
10. | Penipuan 378-395 KUHP 8 3,1%
11. | Penadah 480-481 KUHP 27 10,6 %
12. | Narkotika UL No. 9/1971 2 0.8 %
13. | Korupsi UU No. 3/1971 | 0.4 %
14. | Lain-lain - 27 10,6 %
Jumlah 254 | 100 %
Sumber Data :  Lembagas Pemasyarakatan Kelas I A Jember per tanggal 31

Oktober 2002

Sesuai dengun tabel diatas nampak dengan jelas bahwa pencurian
merupakan tindak pidana yang paling banyak didakwakan. Hal ini menunjukkan
bahwa kehidupan para tahanan sebelumnya relatif sulit.

Schubungan dengan itu sescorang yang diduga melakukan tindak pidana
dan dilakukan penshanan atas dirinya, selanjutnya tahanan tersebut ditempatkan
pada Lembaga Pemasyarakatan dan tahanan digolongkan sesuai dengan tahapan
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pemeriksaan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh tahanan yang dititipkan

pada Lembaga Pemasyarakatan guna kepentingan pemeriksaan, antara lain :

1. Kasus
Nama terdakwa
Umur
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan
Dakwaan

: Penetapan No. 187/Pen.Pid/2002/PT Sby

- Achmad Munawir, 5.S0s

: 42 tahun

: Kebumen, 26 Oktober 1960

: Laki-laki

: Indonesia

: J1. Nusa Indah GG VTI No. 223 Jember

: Islam ,

: PNS / Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
: Sarjana

: Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di

lingkungan Kantor Pendidikan Kabupaten Jember, melaui
pembuatan dan pengajuan gaji pegawai dan guru fiktif
untuk mencairkan dana ke bendahara Pemerintah Daerah
sehingga merugikan keuangan negara (pasal 2, 3 UU No. 3
Tahun 1971 dan pasal 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan
pasal 374 KUHP).

Terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik pada tanggal 26 Desember
2001 dan dengan melakukan upaya hukum, berupa banding dan terhadap dirinya
dilakukan pemeriksaan tingkat banding, dengan surat penahanan dari Pengadilan

Tinggi Surabaya pada tanggal 6 september 2002.
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2. Kasus
Nama terdakwa 1
Umur
Tempat lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Agama
Pekerjaan
Tempat Tinggal

Nama terdakwa I1
Umur

Tempat Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Agama

Pekerjaan
Tempat Tinggal
Dakwaan

10

: Penetapan No.1140/2001/1886 k/PP/MA
: Tohari

: 21 tahun

: Jember

: Laki-laki

: Indonesia

: Islam

: Petani

- Dusun Krajan, Desa Wringin Telu, Puger, Jember.

: Sutrisno
: 35 tahun
: Jember
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Petani
: Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
: Diduga telah melakukan kejahatan percobaan pencurian

dan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik pada tanggal 26 September
2000 dan dengan mengadakan upaya hukum berupa kasasi dan terhadap dirinya
dilakukan pemeriksaan untuk tingkat kasasi dengan adanya surat penahanan dari
MA pada tanggal 26 Oktober 2001.

2.2 Dasar Hukum

Dasar penulisan skripsi ini terdapat beberapa dasar hukum yang sangat

berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan dan materi permasalahan.

Adapun dasar hukum yang mendasari penulisan skripsi ini adalah :
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
a. Pasal 57 KUHAP
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan
penshanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan
negaranya dalam menghadapi proses perkara.

b. Pasal 58 KUHAP
Tersangka atau terdukwa yang dikenakan penahanan berhak

menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannnya dengan proses
perkara atau tidak,

c. Pasal 59 KUHAP
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka
atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh
lersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau
jaminan bagi penangguhannya.

d. Pasal 60 KUHAP
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan  menerima
kunjungan dani pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau
lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan
bagi penangguhan penshanan ataupun untuk usaha mendapatkan
bantuan hukum.

e. Pasal 61 KUHAP
Tersangka atau  terdakwa berhak secara langsung atau  dengan
perantara  penaschat  hukumnya menghubungi dan  mencrima

kunjungan sanak keluarganya dalam hal ini tidak ada hubungannya
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dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan
atau untuk kepentingan kekeluargaan,
f Pasal 62 KUHAP

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penaschat
hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak
keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi
lersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat
hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa olch penvidik,
penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika
terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menvurat it
disalahgunakan.

{3) Dalam hal surat menvurat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik
atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat
rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau
terdakwa dan surat tersebut dikirimkan kembali kepada pengirimnya
setelah dibubuhi cap vang berbunyi telah * ditilik *,

g Pasal 63 KUHAP
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima
kunjungan dari rohaniawan.
2. Undang-Undang No 12 / 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Rl No, M.04 — UM. 01. 06 Tahun 1983 Tentang

Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan
Negara .

2.3 KerangkaTeori
Adapun kerangka teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi

terhadap permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut -
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2.3.1 Pengertian Tahanan dan Jenis Tahanan

Pengertian Tahanan menurut Petunjuk Pelaksanaan No: E.76-UM.01.06
Tahun 1982 adalah tahanan Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut
tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sedangkan definisi didalam KUHAP terdapat pada pasal 1 butir 14 mengenai
tersangka sebagai berikut :

* Tersangka adalah seorang vang karena perbuatannya atau kea&aann}fa,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana”™,

Selanjutnya dalam butir 15 mengenai terdakwa jalah sebagai berikut :

* Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
di sidang pengadilan”.

Yamin (dalam Surtiatmodjo, 1976:9) menyatakan bahwa penangkapan atau
tahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap-tiap penangkapan dan
tahanan mesti tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri; keadilan dalam
negara hukum tidaklah boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada
kemerdekaan diri, keadilan dan aturan Undang-undang.

Dalam HIR dinyatakan sebagai berikut :

" Orang dapat ditangkap oleh siapapun dan dapat ditahan sementara selama
20 hari dan kemudian ditahan selama 30 hari, diperpanjang selama 30
hari, diperpanjang 30 hari lagi ; lagi; lagi sampai perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri; di Pengadilan Negeri pun orang tersebut ditahan
sampai waktu yang tidak terbatas .

Sedangkan penderitaan orang-orang tahanan Koesnoen (dalam
Surtiadmodjo, 1976 : 13) menyatakan bahwa masyarakat penjara adalah suatu
masyarakat yang tertutup, terbatas tempat dan waktunya, akibat daripada sistem
pidana hilang kemerdekaan.

Berdasarkan pada pernyataan tentang penderitaan orang-orang tahanan
Koesnoen ( dalam Surtiadmodjo, 1976:14) menggambarkan penderitaan orang
tahanan dalam perihal hubungan scksuelnya, menyatakan bahwa kecuali makan,
pakaian. perumahan juga hubungan seksuil merupakan kepentingan asasi bagi

hidup kebadanan seorang manusia. Dan dengan adanya putusan hakim bahwa
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narapidana dicabut kemerdekaannya dan harus masuk penjara, terpisahlah ia
dengan keluarganya.

Dari perumusan tahanan yang dialami oleh para tahanan Surﬁadﬁudjn
(1976:18 ) menyatakan:

“Bahwa ia belum tentu bersalah dan kalau toh bersalah belum tentu sejauh
itu pidana yang dideritanya”.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa para tahanan perlu mendapat
perhatian khusus. Di Indonesia ini beribu-ribu orang yang meringkuk sebagai
tahanan kriminal yang mendapat makan dan minum secara gratis dari pemerintah,
mereka ditahan karena berbagai alasan, berbagai kejahatan, karena fitnah dan ada
pula karena kekeliruan belaka. Dari jumlah sekian itu yang silih berganti tetapi
jumlahnya relatif tetap, bahkan pada taraf’ ekonomi yang sulit akan cenderung
meningkat, dengan demikian jumlah orang yang pernah menjadi tahanan akan
selalu meningkat pula.

Dalam kenyataan ada sementara orang yang menganggap bahwa
kesengsaraan para tahanan itu boleh diperlukan untuk memaksa agar mereka
mengakui saja kesalahannya dan perbuatan itu disebut dengan istilah * third
degree”. Istilah third degree diterjemahkan dengan pemeriksaan dengan pukulan.
Memang dengan meclakukan pemukulan, pemeriksa akan mudah mendapat
“pengakuan”, tetapi pengakuan disini scringkali bukan “pembukaan hati® sedang
yang terakhir inilah yang diperlukan; pembukaan hati tidak selalu mengaku
berbuat yang biasanya dikehendaki oleh pemeriksa tetapi dapat pula sebaliknya.

Selanjutnya apakah tujuan dari menahan orang itu, IR menerangkan
dalam pasal-pasal penahanannya bahwa alasan melakukan penahanan ialah -

a. Guna kepentingan pemeriksaan;

b. Perbuatan itu jangan sampai diulangi lagi;

¢. Untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri.

Dalam praktek dapat diketemukan alasan-alasan lain yaitu :

a. Menjaga agar terdakwa tidak mempengaruhi para saksi dengan bermacam-

macam cara;
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b. Menjaga agar terdakwa tidak melenyapkan barang bukti yang mungkin akan
diketemukan,

Menurut pasal 20 KUHAP penahanan dapat dilakukan oleh kepentingan
penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,
sedangkan Moelyatno, membagi syarat penahanan menjadi 2 macam :

a. Syarat Obyekuf, yaitu karena syarat terschut dapat diuji ada atau tidak oleh
orang lain;

b. Syarat Subyektif, yaitu karena, hanya tergantung pada orang yang memerintah
penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.

Menurut KUHAP macam tahanan tersebut ada 3 macam antara lain -

a. Tahanan di Rumah Tahanan Negara, selama belum ada Rumah Tahanan
Negara dapat dilakukan
1) Di Kantor Kepolisian Negara;

2) Di Kantor Kejaksaan Negara;

3) Di Lembaga Pemasyarakatan;

4) Di Rumah Sakit:

5) Ditempat lain dalam keadaan memaksa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

pasal 19 ayat 4 Kepala Rumah Tahanan tidak boleh menerima tahanan dalam

rumah tahanan, jika tdak disertai surat penahanan vang sah dikeluarkan oleh
pejabal yang bertanggung jawab.

b. Tahanan Rumah, yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman
tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk
menghindarkan sepala sesuatu vang dapat menimbulkan kesulitan dalam
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

¢. Tahanan Kota, yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman
tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor diri pada waktu-waktu
vang ditentukan.

Untuk seberapa lama orang dapat ditahan, masalah tersebut diater oleh
Undang-undang secara bertahap-tahap vaitu mulai dari penahanan vang diberikan
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oleh penyidik kemudian yang dibenkan oleh penuntut umum, oleh hakim
Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung.

2.3.2 Hak-Hak Tahanan

Hak tahanaan dalam perundang-undangan dapat dijumpai dalam pasal 57
sampai dengan pasal 63 KUHAP dan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No.
M. 04-UM.0106 Tahun 1983, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak tahanan. Meskipun demikian dari
kedua ketentuan diatas dapat diketahui bahwa, hak-hak tahanan erat hubungannya
dengan hak tersangka atau terdakwa.

Menurut Hamzah (1986 : 32), hak tahanan adalah

“Hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut bukan kepada tersangka
atau terdakwa sebagai pelanggar hak, tetapi sebagai manusia yang
mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai obyek dan subyek
anggota masyarakat”.

Seorang tersangka atau tedakwa yang diperiksa karena kebenaran materul
sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu nsiko
perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang tersangka atau
terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti vang dilaporkan,
diadukan, atau didakwakan. Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai ada
keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah (presumtion of innocence).

Salah satu hak tersangka atau terdakwa vang sering dipemasalahkan ialah
hak untuk memilih, menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
penyidik, penuntun umum, dan hakim, sering hak ini dikaitkan orang dengan asas
akusator faccusatoir). Tetapi ketentuan demikian tidak tercantum dalam KUHAP,
karena ini akan sangal mempersulit pemeriksaan.

Pasal 52 KUHAP menyatakan |

“Dalam, pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
atau hakim"

'
Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak
boleh dipaksa atau ditekan, jadi tidak dijelaskan apakah tersangka berhak diam
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tidak menjawab perianvaan  Penjelasan  ini  mengatakan bahwa, supava

pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tdak menyimpang danpada vang

sebenamya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh
karena 1tu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau
terdakwa,

Melandaskan dan pengertian lersebut diatas dapat ditegaskan bahwa
pemeriksa (penyidik) di Indonesia tidak diwajibkan menyatakan kepada tersangka
atau terdakwa hak kebebasan itu. Sedangkan berdasarkan ketentuan diatas dalam
menghadapi lersangka atau terdakwa, profesionalisme penegak hukum memegang
peranan penting mengingat hal-hal sebagai berikut -

a. Ada beberapa bukti yang menunjukkan polisi belum sepenuhnya dapat
mengimplementasikan apa vang ada dalam KUHAP, terutama vyang
menyangkut hak-hak tersangka;

b. Kemerosatan wibawa terjadi barang kali terjadi karena kurang tanggapnya para
penegak hukum;

¢. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan
sukar sekah dihilangkan. Cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus
menerus sehingpa tersangka sangat payah, dan akhimya mengaku (Wirjono

Pridjodikoro : 1976).

2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Penitipan dan Pembagian Tahanan vyang
Dititipkan
Dalam proses penerimaam pendaftaran dan penempatan tahanan dalam
pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Menteni Kehakiman R1 No, M.04 —
UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, Tahanan dan
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, vaitu -
a. Penerimaan

(1) Penerimaan tahanan baru di Rutan wajib didasarkan pada surat-surat yang

sah;
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(2) Penerimaan Tahanan baru di Rutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang
bertugas di pintu gerbang;

(3) Setelah anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan segera
meneliti surat-surat yang dilengkapinya dan mencocokkan dengan nama
dan jumlah tahanan yang tercantum pada tugas tersebut;

(4) Selanjutnya, regu jaga terscbut mengantar tahanan beserta surat-surat,
barang-barang bawaan dan pengawalnya kepada Kepala regu jaga;

(5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-
surat dan barang-barang bawaannya untuk dicocokkan kepada tahanan
yang bersangkutan;

(6) Dengan telah selesainya pencocokan, kemudian dilakukan penggeledahan,
terhadap setiap tahanan yang baru diterima;

(7) Dalam melakukan penggeledahan, wajib mengindahkan norma-norma
kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita harus dilakukan
oleh petugas wanita;

(8) Jika dalam penggeledahan diketemukan barang terlarang atau berbahaya
maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

(9) Apabila penggeledahan selesai, Kepala regu penjaga memerintahkan
kepada petugas untuk mengatur pengawal dan tahanan baru, beserta surat-
surat dan barang-barang baik yung dibawa maupun hasil penggeledahan
kepada petugas pendaftaran.

. Pendaftaran

(1) Petugas pendaftaran mencliti kembali sah dan tidaknya surat perintah /
penetapan  penahanan  dan  mencocokkannys dengan tahanan yang
bersangkutan;

(2) Meneliti  kembali  barang-barang yang dibawa dan diperoleh dari
penggeledahan;

(3) Mencatat hal-hal yang penting dari sural perintah / penctapan penshanan
dan barang-barung bawaan serta barang-barang hasil penggeledahan;
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(4) Mencatat indentitas tahanan, mengambil cap sidik jari pada surat perintah /
penelapan penahanan dan kartu doktiloskopi serta mengambil foto
tahanan;

(5) Pemeriksaan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada Dokter atau
paramedis Rutan,

(6) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita
Acara Penenimaan tahanan vang ditandatangani bersama oleh Kepala unit
pendaftaran atas nama Kepala Rutan dan pengawalnva, kemudian
mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan Rutan:

(7) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang-barang perlengkapan
Rutan.

Penempatan

(1) Tahanan baru ditempatkan di Blok pengenalan Lingkungan dan wajih
mengikutt kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian:

(2) Tahanan yang berpenyakit menular dan atau lain-lain penyakit berbahaya
serta tahanan khusus harus ditempatkan secara terpisah;

(3) Setiap tahanan perlu diwawancari untuk kepentingan perawatannya di
Rutan;

(4) Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan golongan mereka,
berdasarkan
a) Jenis kelamin;

b) Umur;

¢) Tingkat pemenksaan;
d) Jenis perkara:

¢) Kewarganegaraan,

(5) Untuk mengetahui data penghuni Blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri
atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar
nama, nomor, tanggal habisnya masa penahanan (expirasi tahanan) dan

lain-lain vang dianggap perlu.
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a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan;
b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
¢) Pengamatan dan penelitian.
(7) Masa pengenalan lingkungan yang paling lama 7 hari kerja.
Adapun pembagian tahanan secbagaimana yang ditahan secara sah oleh
pihak yang berwenang, digolongkan berdasarkan pada
a. Jenis kelamin tertentu, yaitu -
1) Tahanan pria;
2) Tahanan wanita.
b. Perbedaan usia meliputi :
1) Tahanan dewasa;
2) Tahanan anak-anak.
¢. Tingkat pemeriksaan terdiri dari :
1) Tahanan tingkat penyidik;
2} Tahanan tingkat penuntutan;
3) Tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri (PN),
4) Tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi (PT),
5) Tahanan tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung (MA).
d. Jems perkara, yaitu
1) Tindak pidana umum,
2) Tindak pidana khusus (subversi, korupsi);
e Kewarganegaraan meliputi :
1)} Tahanan WNI,
2) Tahanan WNA,

2.3.4 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Pidana penjara secbagaimana terdapat di Indonesia mempunyai kaitan
sejarah yang erat dengan perkembangan hukum, kolonial, vaitu Werboek Van

Straafreecht (WVS) yang merupakan produk pemerintahan Belanda
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Suryobroto (dalam Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 15) menyatakan
bahwa pidana penjara hingga sekarang masih letap merupakan pidana yang
menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bagi orang yang pernah
mendengarnya merupakan nama pengganti penjara. Hampir semua orang
mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan maupun
berkumpulnya penjahat. Tidak ada satu hal positif ataupun yang baik dapat
diharapkan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Panjaitan (1995 : 39) mengemukakan :

“Lembaga Pemasyarakatan bagi masyarakat diartikan scbagai tempat
persinggahan yang mengantar kepada kehidupan akhir, seakan Lembaga
Pemasyarakatan beserta penghuninya adalah masyarakal yang mati.
Lembaga Pemasyarakatan juga diakui menyimpan berbagai misteri dan
kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun
mengunjunginya. Bagi masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan bukan
sekedar tempat pembinaan tetapi wujud dari kekejaman »,

Lebih lanjut istilah Lembaga Pemasyarakatan vang dahulu disebut penjara
discbut sekolah kejahatan (School of Crime). Dengan adanya penilaian seperti itu
mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan terpojok dan sulit untuk memperbaiki
citranya.

Saharjo ( dalam Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 49 ) mengatakan bahwa
narapidana adalah orang yang terjeral yang mempunyai waktu dan kesempatan
untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan.
Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan,
tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.

Dengan memahami dari pengertian tersebut diatas , maka sejak itu dipakai
sistem pemasyarakatan sebagai melode pembinaan narapidana, terjadilah
perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan berganti
menjadi tempat pembinaan,

Dalam UndangUndang RT No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
menyebutkan : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya discbut 1.APAS
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adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan™.

Lebih lanjut pengertian LAPAS dirumuskan dalam keputusan Menteri
Kehakiman Rl No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan
Narapidana sebagai berikut : “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit
pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina
narapidana®.

Adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dalam ketentuan
diatas yang merupakan instansi terakhir didalam sistem peradilan pidana dan
pelaksanaan, putusan (hukum) bahwa tujuan pembinaan pelanggar hukum semata-
mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia
pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung alam sistem
pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai
waktu untuk beriobat.
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<7 | UCIVERSITAS JEMBER

[Il. PEMBAHASAN

3.1 Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga
Pemsyarakatan Kelas 11 A Jember

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Jember jumlah. tahanan
adalah sejumlah 217 tahanan. Sebelum membahas mengenal pemenuhan hak-hak
tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1l A Jember terlebih
dahulu perlu diketahui beberapa hal mengenai latar belakang tahanan yang
dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [l A Jember. Dar 109 tahanan yang
menjadi responden vang penulis teliti akan divraikan tingkat pendidikan tahanan,
tingkat pendidikan tahanan dapat dipergunakan sebagai indikasi bagi tahanan
dalam pemenuhan hak-hak tahanan Untuk mengetahui tingkat pendidikan
tahanan dapat dilihat dart tabel dibawah i :
Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan | f P(%) |
1. SD _ 55 50.5 %
2 | SMP N 17 156% |
3. | SMA 31 84% |
4 Sarjana ! = 2 |
5, Lain-lain Fii 5.5 %
Jumlah | 109 100 % |

Sumber data - Lembaga Pemasyarakatan Kelas |1 A Jember yang diolah sendin.
Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat

pendidikan tahanan yang dittipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1 A

Jember adalah SD vaitu sebanyak 50,5 %, sedangkan untuk SMP sebanyak 156

%, SMA scbanyak 28 4 %, sedangkan lain-lain sebanyak 5.5 %.

Tabel 3.2 Umur tahanan

No. | Klasifikasi Umur f P(%) ‘
| 17 — 20 Tahun 17 15,5 %
2. |21 -30 Tahun 48 44,03 %
3. | =30 Tahun ) 44 404 % ,
Jumlah 109 100 Y |

Sumber Data : Lembaga Pemasvarakatan Kelas [ A Jember vang diolah sendiri
Untuk mengetahui hal ikhwal tahanan yang dititipkan dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [T A Jember mengenai umur, dan tabel 3.2 dapat diketahus

s I 1
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Untuk mengetahui hal ikhwal tahanan yang dititipkan dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [T A Jember mengenai umur, dari tabel 3.2 dapat diketahui
bahwa untuk umur tahanan yang berusia 17 — 20 tahun terdapat 15,5 %, umur 21
— 30 tahun adalah 44,03 %, dan yang berumur 30 tahun keatas adalah sebanyak
40,4 %, yang paling dominan disini ialah {ahanan yang berusia 21 — 30 tahun.
Tabel 3.3 Pekerjaan tahanan sebelum menjalani hukuman

No. Pekerjaan f P(%)
1. Petani y 52 47,7 %
2. | Wiraswasta [ =z  431%
3. Pegawai 3 2.8%
4. Pelajar : ¥ 6.4 %
Jumlah 109 100 %

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1 A Jember yang diolah sendiri

Pekerjaan para tahanan sebelum mercka menjalani hukuman sebagian
besar adalah petani, yaitu sebesar 47,7 %, Wiraswasta 43,1 %, berstatus pegawai
2.8 %, dan yang statusnya pelajar adalah 6,4 %.

Dengan diketahui mengenai latar belakang tahanan tersebut akan lebih
memudahkan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kewenangannya
untuk menjalankan tugasnya dengan berdasar pada peraturan yang ada.

Katannya dengan tahanan yang dititipkan tersebut, Lembaga
Pemasyarakatan Jember tersebut mengadakan penggolongan tahanan berdasarkan
pada tingkat pemeriksaan tahanan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini
berdasarkan penelitian dari 109 responden.

Tabel 3.4 Tingkat tahanan

No. Tingkat Tahanan f P(%)

J. Tahanan tingkat penyidik 28 11,02 %

Fo Tahanan tingkat jaksa 45 17,7 %

3. Tahanan hakim negeri 178 70,08 %

4, Tahanan hakim tinggi 2 0.8 %

3 Tahanan Mahkamah Agung 1 0.4 %
Jumlah 254 100 %

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1l A Jember per tanggal 31
'Dktober 2002 '

Tabel 3.4 tentang penggolongan tahanan berdasarkan pada tingkat
pemeriksaun pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas [I A Jember tersebut
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dipergunakan untuk keperluan pencatatan tahanan dan untuk mencatat orang-
orang tahanan yang diterima dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
Jember. Kategori penggolongan tahanan, dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa
kategori tahanan dalam tingkat pemeriksaan penyidik sebanyak 11, 02 %, tahanan
dalam fingkat tahanan jaksa (penuntut) 17,7 %, tahanan dalam tingkat
pemeriksaan hakim pada Pengadilan Negeri 70,08 %, tahanan dalam tingkat
pemeriksaan hakim pada Pengadilan Tinggi 0,8 % dan tahanan pada tingkat
Mahkamah Agung adalah 0,4 %. Dari prosentase diatas diketahui yang paling
banyak adalah tahanan yang berada pada tingkat pemeriksaan oleh hakim pada
Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada penggolongan tersebut, tahanan dibagi
dalam tingkat A I, tingkat A [T, tingkat A III, tingkat A [V, dan tingkat A V.

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Jember pada dasarnya sama halnya dengan
proses pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana pada umumnya. Hanya
terdapat beberapa hal saja (kekhususan) yang diperuntukan bagi para tahanan,
dikarenakan tahanan adalah seseorang yang disangkakan dan belum mendapat
voms penjatuhan pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap (vonis in kracht
van gewijrde). Pemenuhan hak tersangka / terdakwa sclama dalam penahanan
haruslah tetap dijunjung tinggi. Tindakan penangkapan, penahanan, dan
penggeledahan hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan
seseorang secara fisik . Sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi
yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak vang perlu untuk
melindungi kepentingan pribadinya tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh
hukum  sekalipun ia berada dalam penahanan. Pemenuhan hak tersangka /
terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, umumnya rumusan pasal-
pasal yang mengatur adalah pasal 57 — 63 UU No. 8 Tahun 198] Tentang
KUHAP dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 —
UM. 01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Berkaitan dengan hak tersangka / terdakwa tersebut, tersangka / terdakwa
yang dilakukan penahanan atas dirinya berhak menghubungi penasehat hukumnya
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dan bagi yang berkebangsaan asing berhak berbicara dan menghubungi

perwakilan negaranya dalam menghadapi perkaranva (pasal 57). Dimana

tersangka / terdakwa tersebut guna mendapatkan bantuan hukum dan kepentingan
pembelaan atas dinnya berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih
penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan untuk memenuhi hak tersangka / terdakwa, penasechat
hukum dapat mengunjungi dan berbicara pada setiap tingkat pemeriksaan dan
setiap waktu (pasal 70 KUHAP). Pengertian setiap waktu tersebut dibatasi dan
diarttkan  jam  kantor. Dalam kunjungan penasechat hukum, Lembaga
Pemasyarakatan memberikan ketentuan - ketentuan sebagaimana dibawah ini,
yaitu
a. Petugas keamanan wajib melayani kunjungan penasehat hukum setelah

menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan mencatatnya dalam
daftar,

b. Mengawasi pertemuan penasehat hukum dengan tahanan yang dibelanya tanpa
mendengar isi pembicaraan kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan
negara,

Dalam kunjungan penasehat hukum pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap
menjaga kepentingan pribadi seorang tahanan dan menempatkannya dalam
ruangan tersendiri terpisah dari para tahanan dan para pengunjung lainnya.

Seorang tahanan disamping mempunyai hak untuk dikunjungi oleh
penaschat hukum, dalam hubungannya dengan pihak luar berhak pula untuk
mendapatkan kunjungan dari para keluarga, lembaga sosial atau lainnya,
rohaniawan dan dokter pribadi.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [I A Jember, kunjungan kepada tahanan oleh keluarga atau
famili dilaksanakan dengan teratur dengan menunjukkan surat ijin dari instansi
yang menahan kepada petugas keamanan dan mencatatnya dalam daftar
kunjungan. Kunjungan keluarga / famili sangat penting artinya dalam memulihkan
kepercayaan diri tahanan tersebut sebagai manusia yang mandiri. Dengan adanya
kunjungan terscbut secara psikologis, akan membawa dampak positif pada diri
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tahanan. Seorang tahanan tidak merasa disepelekan atau dilupakan oleh keluarga
atau famili. Adapun waktu kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Senin dan
Kamis pukul 08.00 — 13.00 WIB, dengan waktu kunjungan adalah 15 menit.
Namun didalam prakteknya kunjungan terhadap seorang tahanan dalam
penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas Il A Jember adalah dilaksanakan
pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Hal tersebut merupakan kebijakan
tersendiri  yang diberikan untuk menghindarkan bertumpuknya jumlah
pengunjung, Betapa pentingnya Kkunjungan keluarga atau famili bagi tahanan
dapat penulis gambarkan melalui penelitian terhadap 109 tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I A Jember. Berikut ini akan diuraikan mengenai
frekuensi kunjungan dar keluarga terhadap tahanan yang telah dilakukan.
Tabel 3.5 Frekuensi kunjungan dari keluarga terhadap tahanan

| No, Keterangan f P(%)
L Sering 70 642 %
2 Kadang-kadang 28 25,7 %
3, | Tidak pernah a3 11 10,1 %

Jumlah 109 100 %

Sumber Data | Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1 A Jember yang diolah sendiri.

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa tahanan dapat menggunakan hak-
haknya untuk menerima kunjungan, sebagian besar adalah 64,2 % menganggap
sering dikunjungi selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1 A Jember, 25.7 %
menganggap kadang-kadang saja dia menerima kunjungan, dan ada 10,1 % yang
beranggapan bahwa dia tidak pernah menerima kunjungan.

Sedangkan mengenai kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP) yang
didatangkan untuk penyuluhan dan pembinaan para tahanan, sangat bermanfaat
bagi para tahanan guna penyegaran rohani, memulihkan kesadaran agar tetap
tabah dan mendekatkan diri pada Tuhan YME serta memberi petunjuk untuk
hidup bermasyarakat.

Bagi para tahanan diberikannya hak agar dapat mengikuti kegiatan rohani
seperti agama atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dianutnya. Siraman rohani tersebut dalam pelaksanaannya dilaksanakan satu kali
selama satu minggu yaitu pada hari Jumat bagi yang beragama Islam dan hari
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Minggu bagi yang beragama Knsten / Katolik. Sedangkan siraman rohani bagi
yang beragama Hindu / Budha tidak dilaksanakan karena sampai saat ini belum
ada tahanan yang beragama tersebut.

Terhadap kunjungan dokter pribadi (pasal 58 KUHAP) adalah sebatas
untuk mengunjungi tahanan, dengan menunjukkan surat ijin dari instansi yang
menahan dan juga harus sepengetahuan dari dokter Lembaga Pemasyarakatan
Jember, karena tanggung jawab atas kesehatan tahanan berada pada dokter
Lembaga Pemasyarakatan Jember. Berdasar penelitian yang dilakukan penulis
dari 109 responden, tidak satupun dari mereka yang mendapat kunjungan dari
dokter pribadi karena faktor ekonomi dan sosial para tahanan tersebut

Sedangkan perawatan kesehatan adalah sudah cukup tejamin dengan
disediakannya dokter yang bertugas pada Lembaga Pemasyakatan tersebut
Dengan setiap sore dokter / paramedis didampingi kepala blok, setidak-tidaknya
dua kali dalam satu minggu mengadakan pemeriksaan dalam kebersihan
lingkungan blok dan kamar-kamar serta keschatan tahanan. Seorang tahanan yang
mempunyai keluhan atas kesehatannya akan melaporkan kepada kepala blok dan
pada saat pemeriksaan tersebut kepala blok akan menyampaikannya ke dokter/
paramedis Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya tahanan yang sakit tersebut
segera dibawa ke bagian keschatan (Balai Pengobatan) yang ada didalam
Lembaga Pemasyarakatan,

Bagi para tahanan yang oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan
sakit parah maka akan diryjuk ke Rumah Sakit dengan mendapat ijin terlebih
dahulu dari pihak yang menahan, karena seorang tahanan pada Lembaga
Pemasyarakatan Jember ini merupakan titipan dari pihak vang menahan, maka
biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga (wawancara dengan Ibu Siti Karamil
B.A, Ka KASI Bimpas Napi / Andik).

Apabila didalam masa penahanan yang dititipkan dalam Lembaga
Pemasyarakatan, terdapat tahanan yang meninggal dunia karena sakit dan tahanan
lersebut tidak memiliki sanak saudara atau tidak diurusi oleh keluarganya maka
pada pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983
Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

Negara, tahanan terscbut mempunyai hak untuk mendapatkan biaya pemakaman
yang dilaksanakan dengan biaya negara.

Untuk hak-hak tahanan dan perlengkapan mercka berpakaian adalah
dengan memakai pukaian sendin dengan batas tidak berlebihan karena scorang
tahanan belum dapat dinyatakan bersalah, sehingga pakaian yvang dikenakan oleh
tahanan adalah bebas tidak terikat seperti bagi yang telah dijatuhi vonis tetap dari
hakim (pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman Rl No. M.04 — UM.01.06 Tahun
1983).

Sementara itu hak-hak untuk mendapatkan perawatan makanan, tempat
tidur, kesehatan jasmani (pasal 5 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-
UM.01.06 Tahun 1983). Mengenai makanan harus memenuhi kalori vaitu
sekurang-kurangnya 2250 Kalori setiap hari bagi seorang tahanan yang diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap menu yang
disajikan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini cukup bergizi, dalam satu hari
menu yang disajikan sebanyak tiga kali dan ada makanan tambahan yaitu puding /
kacang hijau (satu minggu dua kali), daging sapi dan telur.

Hak tthanan untuk mendapatkan perawatan makanan, dalam memenuhi
sekurang-kurangnya 2250 kalori setiap harinya dana yang dikeluarkan berasal dan
merupakan tanggung jawab dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendin.
Sedangkan tahanan yang sakit dan dokter Lembaga Pemasyarakatan menyatakan
harus dirujuk Rumah Sakit, karena merupakan tahanan titipan dari pihak yang
menahan dalam hal ini seorang tahanan dinyatakan golongan orang tidak mampu
merupakan tanggung jawab dari pihak yang menahan (wawancara dengan [bu Siti
Karamil B.A, Ka KASI Bimpas Napi / Andik).

Kegiatan rohani adalah penting, demikian halnya dengan kegiatan jasmani
sebagai upaya menjaga kondisi keschatan jasmani tahanan. Keschatan jasmani
merupakan sesuatu yang mahal dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Menyadari
hal ity maka, penyuluhan kegiatan Jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Jember
sangat  diperhatikan, kegistan-kegiatan dan  sarana-sarana untuk menjaga
keschatan tubuh disediakan, Kegiatan olahraga juga dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan  Jember. Para tahanan dapat melakukan kegiatan olahraga,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

misalnya saja setiap hari para tahanan melakukan senam pagi dan adanya
penyelenggaraan olahraga berupa bola volly yang diadakan tiga kali dalam
seminggu, dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dilakukan didalam
pengawasan petugas (wawancara dengan [bu Siti Karamil B.A, Ka KASI Bimpas
Napi / Andik).

Pada lingkup perawatan kebutuhan jasmani, para tahanan pada setiap
harinya melakukan apel, meliputi :

a, Apel jam 06,00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu
untuk bekerja;

b. Apel jam 13.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu
untuk istirahat;

¢. Apel jam 16.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waku
untuk berkumpul dengan keluarga;

d. Apel jam 20.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu
untuk istirahat malam.

Seorang tahanan dalam kasus-kasus tertentu mempunyai hak untuk keluar
dan Lembaga Pemasyarakatan Jember jika seorang tahanan tersebut telah
mendupat 1jin dari pihak yang menahan karena sesuatu hal, misalnya orang tuanya
meninggal,

Mengenai hak menerima atau mengirim surat (pasal 62 KUHAP), seorang
tahanan berhak untuk menerima maupun menngirim surat dari / kepada penasehat
hukumnya atau kepada keluarganya Dalam hal pelaksanaan surat menyurat
terhadap keluarga atau penasehat hukum diatur oleh petugas keamanan tanpa
diadakan pemeriksaan, terhadap keperluan surat menyurat tersebut disediakan alat
tulis menulis oleh Lembaga Pemasyarakatan Jember. Untuk memperjelas
gambaran mengenai tahanan dalam menerima atau mengirim surat, dapat dilihat
dari tabel dibawah ini.
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Tabel 3.6 Intensitas dalam mengirim atau menerima surat

| No. Keterangan f P(%)
1. Pernah 22 20,1 %
2. Kadang-kadang 10 9.2%
3. Tidak pernah 77 70,6 %

Jumlah 109 100 %

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas [ A Jember yang diolah sendiri

Dari 109 tahanan sebagai responden, 20,1 % diantaranya memberikan
jawaban bahwa mereka pernah menggunakan hak-hak tersebut dalam mengirim /
menerima surat. Kemudian 9,2 % tahanan memberikan jawaban bahwa mereka
kadang-kadang menggunakan haknya untuk mengirim atau menerima surat, dan
70,6 % memberikan jawaban bahwa mereka sama sekali tidak mengpgunakan hak
tersebut.

Dengan masih adanya tahanan yang mempergunakan hak tersebut dalam
menginim / menerima surat menunjukkan bahwa tahanan tersebut mengetahui dan
mempergunakan hak mereka dalam hal surat menyurat dalam hubungannya
dengan pihak luar pada masa penitipan di Lembaga Pemasyarakatan kelas [1A
Jember.

Berikut ini akan diuraikan juga mengenai hak tuhanan bahwa mereka tidak
untuk dipekerjakan. Berdasarkan penelitian dan wawancara, para tahanan tersebut
tidak pernah merasa dipekerjakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Namun
para tahanan tersebut berdasarkan kebiasaan dan peraturan dalam setiap kamar
tahanan, tahanan wajib untuk bekerja bakti menjaga dan membersihkan kamar
tahanan dan mengambil / mengisi kamar mandi sesuai dengan piket yang telah
dijadwalkan dan dibawah pengawasan kepala kamar blok.

Dalam penerapannya, pelaksanasn mengenai pemenuhan hak-hak tahanan
yang dititipkan tersebut sudah diterapkan. Hal tersebut terlihat dengan tidak
adanya tahanan yang mengeluh mengenai pembedaan dalam pemenuhan hak
mereka. Disamping pemenuhan hak diatas seorang tahanan baik sebagai tersangka
/ terdakwa mempunyai pembedaan hak dalam hal pemeriksaan oleh penyidik,
penuntut  woum  maupun  hakim di sidang Pengadilan berdasarkan pada
penggolongan tahanan.
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3.2 Faktor Penghambat yang Diaiami oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan
dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [1 A Jember

Hambatan dalam pemenuhan terhadap hak-hak tahanan selama berada
dalam penahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Jember
sebagaimana telah disebulkan diatas lentunya terdapat hambatan-hambatan.

Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala bagi pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Jember adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya sarana atau fasilitas olah raga / kesenian

Kurangnya sarana atau fasilitas yang ada menyebabkan kurang
diperhatikannya hak-hak para tahanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam
pemenuhan kebutuhan jasmani, bahwa penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan
untuk para tahanan adalah olahraga bola volly, sedangkan olahraga lainnya seperti
bulutangkis, scpak bola, tenis meja, maupun catur tidak dapal diselenggarakan
karena tidak adanya fasilitas untuk memenuhi itu semua.

Disamping itu pihak Lembaga pemasyarakatan tidak dapat menyalurkan
hobi berkesenian tahanan seperti yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri
Kchakiman RI No. M.04 - UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara
Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah Tahanan negara karena dalam
bidang kesenian tersebut tidak tersedianya fasilitas itu semua.

b. Terbatasnya sarana prasarana medis

Kurangnya sarana prasarana medis yang ada menyebabkan dalam
pemeliharaan kesehatan adalah terbatas. Hal tersebut merupakan suatu kendala
bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun tahanan itu sendiri jika terjadi
sesuatu wabah penyakit, dengan terbatasnya para medis dan obat yang telah
disediakan oleh negara.

c. Terbatasnya jumlah kamar tahanan

Dengan terbatasnya jumlah kamar tahanan, sedangkan tahanan yang
dititipkan dari tahanan polisi, jaksa maupun hakim di sidang pengadilan yang
keluar masuk tidak terbatas, kadangkala menyebabkan jumlah tahanan pada
kamar tahanan adalah melebihi kapasitas atau daya tampung, terkadang
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menimbulkan perkelahian antar tahanan. Dengan adanya perkelahian tersebut,
tahanan akan dimasukan dalam kamar sel / kamar pengucilan.
d. Terbatasnya kapasitas air yang tersedia

Terbatasnya kapasitas air dapat menjadi suatu kendala dalam pemenuhan
hak tahanan, dikarenakan air merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam
pemenuhan kebutuhan hidup walaupun itu adalah seorang tahanan.
¢. Faktor hukumnya sendiri

Dalam usaha menjamin hak-hak tahanan yang dititipkan sebenarnya
hukum acara pidana (KUIHAP) sudah berusaha memberikan dan menjamin hak-
hak tersebut dalam pasal-pasalnya. Namun penjabaran pelaksanaan penerapan
hak-hak tersebut belum diatur secara terperinci dalam KUHAP. Penjabaran
pelaksanaan ini baru diatur kemudian dalam beberapa peraturan pelaksanaan di
tingkat Menteri. Namun tetap saja beberapa hal yang menjudi kendala, seperti
misalnya tidak diaturnya pemenuhan hak tersebut dibawah naungan petugas, vang
mengatur secara khusus sehingga pemenuhan hak tersebut tidak dapat dilakukan
secarn optimal.

. Tahanan itu sendiri

Tidak terlaksananya beberapa hak-hak tahanan selama dalam masa
pemenuhan hak yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan ini menurut Arief
Amrullah (1997 : 36 ) juga diakibatkan dari tersangka / terdakwa sendiri, yaitu :

1) Faktor ketidaktahuan (ignorancia);

2) Faktor kemiskinan dan kebodohan.

Ketidaktahuan tersangka / terdakwa tentang adanya hak-hak yang bisa
diperoleh selama berada dalam penahanan, menyebabkan tahanan yang dititipkan
dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak mempergunakan haknya secara
optimal, pasrah, tanpa adanya usaha untuk mempergunakan dengan scbaik-
baiknya sesuai dengan hukum.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

3.3 Kajian

Sehubungan dengan hasil penelitian atau fakta yang diperoleh dan
pembahasan sebagaimana tersebut dimuka, dapat disusun suatu pokok sebagai
berikut ini. Sistematika kajian beranjak dari masalah-masalah vang diungkapkan
dihubungkan antara faktor-faktor yang berperanan dalam gejala-gejala vang
diteliti dengan paradigma landasan teoritis.

Tahanan adalah tersangka / terdakwa yang ditempatkan didalam RUTAN
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Berkaitan dengan hak-hak tahanan, para tahanan punya hak-hak tertentu selama
dalam penitipan pada Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tahanan tersebut
sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 57-63 KUHAP. Akan tetapi penjabaran
pelaksanaan penerapan hak-hak tersebut belum diatur secara terperinci di dalam
KUHAP. Penjabaran dan pelaksanaan baru diatur kemudian dalam Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Thanan Negara.

Dengan demikian antara petugas negara dan tahanan yang bersangkutan
merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya
scbagai manusia. Seorang tahanan adalah seorang manusia vang harus dihormati
hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat
yang hendak kita bangkitkan selama masa penahanan. Petugas negara sebagai
manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan Undang-undang dan
sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat
beserta anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, pemenuhan hak-hak
tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember memang sudah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut
analisis penulis, pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga
Pemasyarakatan kelas [I A Jember selama ini kurang mengena. Hal ini
dikarenakan tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A
Jember digolongkan pada tingkat pemeriksaan, yang seharusnva merupakan
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wewenang dan tanggung jawab pihak yang menahan. Adapun baiknya selama
belum ada Rumah Tahanan Negara ditempal vang bersangkutan, penahanan
Rumah Tahanan Negara, dilakukan dikantor Kepolisian untuk tahanan tingkat
penyidik, di kantor Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan dan pada Lembaga
Pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.04-
UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib
Rumah Tahanan Negara sebagai RUTAN. Dengan demikian pemenuhan hak-hak
tahanan tersebut dapat dilakukan secara optimal langsung dibawah pengawasan
pihak yang menahan, dikarenakan tidak tersedianya kamar tahanan pada
Kejaksaan, Pengadilan dan terbatasnya jumlah kamar tahanan di kantor
Kepolisian Negara Jember, maka tahanan tersebut ditempatkan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [T A Jember.

Penempatan tahanan dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kelamin,umur,
dan tingkat pemeriksaan. Namun pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A
Jember tahanan tidak dipisahkan berdasarkan pada tingkatan pemeriksaan seperti
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pasal 19 ayat (2)
Tentang pelaksanaan KUHAP.

Berkaitan dengan hak-hak tahanan vyang dititipkan tersebul, seorang
tahanan dalam hal ini adalah terdakwa dan jaksa atau penuntut umum berhak
untuk mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pengertian mengenai
upaya hukum dirumuskan dalam pasal | angka 12 KUHAP. Pengertian upaya
hukum pada dasarnya mengenai :

a. Obyek upava hukum yaitu putusan pengadilan;

b. Pemohon upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau penuntut umum;

¢, Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan
kembali.

Berdasarkan dari pengertian diatas, hak dan seorang terdakwa yang
dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember sudah sesuai dengan ketentuan
dan sistematik KUHAP.
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Seorang terdakwa dalam mengajukan upaya hukum berupa perlawanan,
secara yuridis formal hanya bentuk perlawanan yang terdapat pada pasal 214
KUHAP vang dapat disebut upaya hukum karena benar-benar merupakan
perlawanan terhadap putusan pengadilan.

Mengenai hak pengajuan banding secara umum diatur dalam pasal 67
KUHAP, yang prinsipnya bahwa putusan tersebut tidak mengandung pembebasan
alau lepas dar segala tuntutan hukum dan tdak dalam rangka pemeriksaan acara
cepat. Dalam praktek, panitera pengadilan yang berperan proses penerimaan
pernyataan banding namun terhadap tahanman yang dititipkan pada Lembaga
Pemasyarakatan = banding dapat disampaikan pada pimpinan Lembaga
Pemasyarakatan dan permohonan banding akan disampaikan pada panitera terkait.

Sedangkan terhadap permohonan kasasi (pasal 244 KUHAP) berdasarkan
situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas
dapat dimintakan kasasi.

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan lainnya pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak mengadakan kerja sama dengan instansi
terkait kecuali itu narapidana. Pemenuhan hak-hak yang dilakukan pada Lembaga
Pemasyarakatan Jember terhadap tahanan titipan belum dilakukan secara khusus
karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur tahanan tersebut.
Keberhasilan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan tidak terlepas
dari peranan petugas Lembaga Pemasvarakatan Kelas I1 A Jember, partisipasi
masyarakat dan kreatifitas tahanan itu sendiri dalam pemenuhan haknya baik
Jasmani maupun rohani, serta didukung adanya tanggung jawab secara yuridis dari
pthak yang menahan, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan
pemenuhan hak-hak tahanan tersebut.
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l ¥k UPT Pompustakaas
UHIVERSITAS JegER

IV. KESIMPULAN DAN S \

4.1 Kesimpulan

Herdasarkan uraian dan penjelasan dalam sknpst vang dibuat i, maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut -

a.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak fisih para tahanan yang dititipkan pada
Lembaga Pemasyaraatan Kelas 11 A Jember sebagaimana vang chatur dalam
Peraturan Menten Kehakiman RI No. M. 04 — UM.01.06 Tahun 1983 Tentang
Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertitb Rumah Tahanan Negara,
pihak l.embaga Pemasyarakatan telah melaksanakan dan memenuhi sesual
dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Bentuk dan cara pemenuhan hak-hak fisik terhadap tahanan vang dititipkan
i1, vang meliputs :

1) Hubungan tahanan dengan pihak luar;

2) Perawatan dan kesejahteraan tahanan,

3) Bantuan hukum dan penyuluhan tahanan.

Pemenuhan terhadap hak-hak fisik tahanan selama dalam penahanan yang
ditttipkan di Lembaga Pemasvarakatan Kelas 11 A Jember terdapat beberapa
hambatan antara lan .

1) Terbatasnya sarana atau fasilitas olahraga / kesenian;

2) lerbatasnya sarana prasarana medis,

3) Terbatasnya jumlah kamar tahanan,

4) Terbatasnya kapasitas air yang tersedia,

5) Faktor hukumnya sendiri,

6) Tahanan itu sendin

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan permasalahan diatas maka

penulis menyarankan

i

Hendaknya pemenuhan hak-hak tahanan ini berdasarkan pada penggolongan
tahanan menurut tingkatannya karena dalam pemenuhan hak-hak tersebut

17
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b,

tanggung jawab atas lahanan secara fisik ada pada Lembaga Pemasyarakatan
dan tanggung jawab secara yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang
menahan sesual dengan tingkat pemeriksaan;

Terhadap bentuk dan cara pemenuhan hak fisik terhadap tahanan yang
dititipkan ini seharusnva meliputi pula hak tahanan dalam melakukan upaya
hukum;

Diperlukan perhatian dan peranan pemenntah dalam pemenuhan fistk
kebutuhan tahanan vang dititipkan tersebut, dengan upaya menambah

penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan bekerjasama dengan

instansi pihak luar.
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Hdenetapkan

G TR

PERATURAN MENTER?
TATh CARN PEREMPAT,

RUMAH TANANAN REGLT

Bt

PENEMPATAN, DPENCRIMAM

(1} Didalam FRumall T=h.
hanan yang masi : .
dan pemeriksaan i)

gi ‘dan Mahkamah &

(2) Tempat tahanan dau

umur dan tingkaz .

(3) Repala Rumah Tan..
kan penempatan takhi
sus seperti sakii g

jiwa.
(4) Pencmpatan talsar .

dilakukan menurs

ar Menteri Kehakir.o:

I

{1}

Penerimaan tahenen

tahanan berdasag .

(2) Direktur Jendeisd
pelaksanaan o)
tahanan dimal

diperlukan.

sl prusds penvadikan,

e
"

v REFOELELR 1SDORESIN TEHTANG

TAHSNLE DAN TR TERPIR

o T
M n Tk

o4

LA P ERULAWTTRREAN THAHANAG

dsidi THpta (ROTAN] ditespatkan tao-

Penuntutan

pengadilan negeri, pencadilan tind

1%,

sulikan berdasarkan jenis kelamin,

(T e 0 S R

nokeqara DeuTANY wajih nempeshatis

nan v n. Loerada dalam kondgied Mo

odt menular dan gangouan

R e IR L lJﬂl‘lL‘I'imhl‘lTlln}'Li
et bagy sune Giadur dalam Poratas
- s T
it GElan fiuky regiscer dartar
o A B T i o A T g
ma=iapalatan menaeluarkan petotil
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(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

Terhadap tahanan dilakulan perawatan
|

Faﬂul 3

Penerimaan dimaksug pasal 2, meliputi :

a. penelitian surat sebagai dasar penahanan -
b. pencocokan nama tahanan 1

C. penggeledahan bﬁdan dan atauy barang ;

Penggeledahan badar dimakaud ayat (1) terhadap tarhar
wanita harus dilakikan Oleh petugas wanita,

Dalam melakukan perggeledahan wajib mengindahkan kes

an. |

Pagal 4

i

aimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e, dicatat dalam rag
vang disediakan, daph ditanda tangani oleh petugaa day
tahanan yang bernan;kutun. '

Semua barang atau Jang yang dipercleh dari Penggeled

Barang barang Yang oterbahaya atau terlarang, B2gera |
rempas dan apabila dipandang perlu harus dimuenahkan

menurut kKetentuan pfrnturan Perundeng-undangan yahg }
laku,

BAB | 11
PERAWATAN TANANAN

Paaah 5

Yang meliputi makana

pakaian, tempat A Tnsehatan ronani dan jasmani,

(1)

(2)

(1)

|
Pasa). 6

Tahanan diperbolehkin mamakai Pakaian sendiri dengan ;

perhatikan Kepatutar gan sesopanan dan tidak menggangr
|
keamanan. :

Bagl tahananp yang cicak mempunyai pakaian, diberikan
Pakaian yang layak cari Rumah Tahanan Negara (RUTANY .

Pagal 7

i : :
Henu makanan dan besarnya kalori Dagi tahanan Bctiap
hari, diatur sesuai dengan PPezaturan perundang -
undangan yang hberlaky.
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(2) Menu makanan bagi tahanan wanita Yang menyusii anak,
hamil dan orang asing, diatur sesuai dengan peratura)
|

perundang-undangan yanag berlakua.

{3) Menu makanan bagi trhanan yang sakit ditetaptan olieh
dokter Rumah Tahanan Negara (RUTHNY .

Fasal B

(1) Setiap tahanan berhak mempersleh perawatan hesehajan
vang - lavak.
(2) Perawatan kesehntanlﬁi Rumah Tahanan Wegara (RUTA] ¢

lakukan eoleh dokter| Rumah Tahanan Negara [(RUTAN) yanc

bertugas memeliharal dar merawnt kesehatan talianan,

(3} Untuk keperluan perfiwazun keschatan, kepala Rumah Ta-
hanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama deing.
dinas kesehatan setimpatl atau rumah sakit yang terdek

Frasgl &
I
{1} Perawatan keschatan Dagil tahanan yang sakit keraz, da

dilakukan di rumali sakit di luar Rumah Tahanan Kegara
(RUTAN) , setelah menperolel izin dars instansi yan:
nahan sesuai d&ﬂqunlLiﬂQRH1 Pemeriksaan dan atas fuse
dokter Rumah Tahuanan Wegara (RUTANY .,

(2) Tahanan yang mender ta sakit jiwa, dirawat di rumal. s
jiwa setempat terdeiat, berdusarkan keterangan dokies
Rumah Tahanan Hequrﬁ (RUTAN) setelah berkonsultasi de
dokter spesialis penyakit Jiwa serta mendapat izinp

. . I
dari instans: yang menalian,

P
ﬁJ}\Palam keadaan terpalsa kepatda tahanan dapat dilakuian
fﬁpengﬂhatan di rumal lsakit diluar Rumah Tghanan Necars
[RUTAN) dan kepala Pumah Tahanan Hegara (RUTAN) melap
kan kepada in&tﬂhdl.fdﬂg menatan ontuk penyelesazon s

nya.

(4) Laperan yang dimaksid ayat (3) harus disampaikan s La
lambatnya dalas waktu 24 jam.

Pengawasan dar penj:uaan tahanan yang dirawat i ruomal

sakit diluar Rumal Tahanan XNegara (RUTAN] dimaksud v

kL

(3) dilakuban oleh POLRBI atas permintean (Anstansd wEm

menahan.,
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(1} Dokter Ruman Takiar [RUTAN) dimaksud Pasal K

memberi kKetorarsian hoeneliatan tahanan vang Lsicy masuk,
dipindahkun, Cikeluarkary divs tabanar atauy maninegal
dunia,

(2) Apabila aga Lahanun yansg Mmeninegal dunia karena eabiy
kepala Rumah Talignay Necara (RUTAN) 5egera ﬁEmbu:ﬁtdh}
kan_kepada instanga ¥yane menahan dan keluarga tahana.

_ Yang bersangkutah.

(3) Apabila ada tahanan vaiy meringgal dunia kavena s iah
lain darji Pada yan:|dimahsus ayat (2}, naka diperluka

visum et Tepertun ehler yang Derwenang untuk it

(4} Dalam hay AARYE Aeatiah, dimaisus Dada avat (%
kepala Bumah Tl ape Magara (RUTAN RMesberivatiog

kepada pihay WERS Fatecreny gy,

- §

kelvdares talsanan Wy
bﬂrsahgk”tﬁ” SELlANSSLEZE mdmlat Berita acara hemtaus

Tl

¥ang dicampaiia;, e
|

4. Instansi Yany mHTfLaﬁ i
B hepolisiap SO U el -
€. Kanwil pa-

AT e s O TR 1
d. Dit,.Jen

. }umaa:”—knﬁl;
!
L | l|. 1
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{1

{2}

(1}

(2}

(3}

(1)
(2)

{3}

(4)

(1)

(23

Pamad: 13

Tahanan dapat mengiliuti hegiatan rohani seperti pendi-
dikan, ceramah agarma atau bersembahyang yang sesuail ds

ngan &gamafkepurcayuhn yang dianutnys.

Pemberinn pendidikan dan ceramah agama dapat dilaknan,
kan olesh petugas Rumsh Tohanan Kegara (RUTAN) atou pe

tugas lain yang ditupjuk oleh Departemen Agama.

. FPankl 14

Untuk menjaga kvsehu#an j=smani, setiasp tahanan diperx

bolehkan berclah ragh dengan fasilitas yang ada.

|
Untuk menyalurkan hopy para tahanan dibidang kesenian

parlu disediakan fasﬁlitau kesenian.

Repala Rumah Tahanan Hegara (RUTAN) mengatur agar pe
laksanaan kesehatan jaﬂmuni dan kesenian berlangsunyg
secara tertib dan laacar,. '

Paﬁ#l 1
Para tahanan tidak dihkenakan waiib kerja.

Dalam hal tahanan ingin bekeria secara sukarela harue

mendapat izin dari insstansi yang menahan.

Sarana kerja disedialian bagi tahanan sebagaimana di -
maksud ayat (2).

Jenis dan macan ka&?jaun vang disadiakan serta kemut
pemberian upah, dilal:sanakan sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yvang berlaku.

Baly, ITY
TATA TERTIE DAl LISIPLING TAHANALN
Panal 1a

Fepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mengatur kKeamunal

dan ketertziban lumah Tahanan Najara (RUTAN) .

Dalam melakukan penjigaan petugas jage memakel pa-

kaian seragam lengkap dan alat keamanan.
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A

(1)

12}

(L)

(2}

(3)

(&)

{5}

(61

(1)

ML

o

E"f.'l.-n_'.;l L7
i
Apabila terjadil pelanggaran tata tertib dan disiplin

Rumah Tahanan Negaraﬁ{RUThN}, kepala Rumah Tahanan Ha-
gara [RUTAN] memerintahkan pererikssen para tshanan

vang disangka mulaku#un pelanggaran tersehut dan men-
dengar keterangan dali para petugas jaga yang berke -

pentirgan dalawm kejadian itu.

|
Kepala Rumah Tahanan' Negara (RUTAN) wajib memberitahu-
)

kan pihak yang mEnath dan penyidik apabila ternyata
pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana,
!
FPasal 16
Tahanan dapat meneriing kunjungan dari keluarga, Panass

hukum dan prang lainr setelah mendapat izin dari insgt
yang menahan. I

Petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) nenellti dan men-
catat izin kunijungan|den memerikas barang yvang dibawa
oleh pengunjung.

Dalam hal terdapat birang bawaan yang terlarang, akan
diatur labih lanjut dalam petunijuk pelaksanaan.

Surat menyurat antara tahanan dengan pen;sehat hukwnny
atau sanak keluargan: _ ‘'dak perlu diperiksa, keguoli
Jika ter&apat cukup ﬁlnSHE diduga bahwa surat menyurat
itu disalah quuakan.;

Jika surat untuk tahanan ditilik atau diperiksa, hal

itu diberitahukan kepada tahanan yang bersangkutan dap
surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya sete
dibubuhi cap vang berbunyi “"TELAH DITILIK".

Dalam hal surat tersebut dalam ayat (5) terdapat petur

yang berhubungan dendan perkaranva, surat tersebut di

serahkan kepads instinsi yang menahan dengan suatu bLer

acara.

Paral 13

Penyidik, penuntut urum dan hakim karena tugasnya duape
mengunijungi tahanan calaw dnerah hukumnya, cetelah me

nunjukkan identitas yang bersangkutan.
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2)

1)

2)

3l

4}

[5)

&)

Penyidik yang aian ne galak o pomarikxuan tahanan dl-
dalax Rumah Tah. st |Hegara VEUTAN) , harus menbawa ®ac
rugas dari pejatct ‘rarg lLeron aang, dan pemeriksaen 11

'Lakukan diruang. 7 b hunus un ok passriksaan.

Penasihat hukuas a1y skt by =l tahanen harus men -

dapat fxln dazi ipttaisi yi oo, menehan dan pelaknanaar

ﬁya diatur olel repalse Hiibh Jakanen Hoegara (RUTAN) .

Patugas Rumah Teocni@n kagar2 |RUTAN) wiiib mengawasi
partemuan penas)hat huakws < objan tahanin yang dibula

nya, tanps mﬁndhan: isi pe,olicaeraen kecuali dalam i
kejahatan terhecip Wezminian nagara.

Apabila ternyatn PJnnuihat Liwsum tersebut menyalah 1
¥an haknys dala pelabicaras dengan tehanan maka kel
Pumah Tahanan bogaprs ROTAN' lepat mamhur#khn porlng
an kepada penaminai hekwn oon mamberitahukan kepades
instansl vang munolan.

N

Bila peringatan ﬂwﬁﬂhut e ayat [3) tidak diindan
maka pangawases lebib Sip: ~oTat oleh pstugas Rumnah
Tahanan Wegara -..i. AHp 827+ 1. berkonsultasi dengan

|
instanal yang : \5T&n.

Apablla ternyat. satslah dll itukan pengawaszan sehag 4
mana dimaksud 2 «t (&) tetep dilanggar, maka hubung:
sslanjutnya dil=rapg. '

i

Pengurangan kﬁbabahcn hubungen antere Pﬁn«lihitlhukL

£em tshenan mebroalmany teracbut peds ayat (2), (3)
{4) dan ayst (2t, “iliiury ' lakukKan setelah parkar

dilimpahkan olt! ptauste 1w kepada pengadilan ne

P.osal

jatinp orang, badan .tru oy bl . 51 sosial yang aksn me

jungi tahanan karuw 7 dmpat L2 ingtanei yeng benahar

selaksanaannya Jial (Paby:h a1 4 oleh kepals Rumah T
legara (RUTAH)

PEMGE * U0 s o PEMEBELARELL TrELy imn

DA BPERT AL = D LEMBACE BIFASYR a4
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(1)

2)

(1

(1)

{2)

(3}

(1}

(23

| e )
|

Pengeluaroan tebanas wntbuk hepentipgan penyidican harus
berdasarkan surat pargui:uan yany sah dari ins :angi yar
menahan.

I

Tahanan dimakzud ayn! (1) heruo sudah berada kmnﬂali
dalam Rumah Tehanan Negara (RUTN selambat-lambatuya
jam 17.00, kecusli dslam hal-hal tertentu bilatana di-

pandang perlu.,

Dalam pelaksanasn pergeluaran tahanan dimaknud eyat (]
pretugas Rumsh Taheansn hegoera (RUTAMY) harus s o
4. mencliti surat cearygilan yang ssh deri ingtans s yar

1
panahan g

b mambuat berice (Ctice werah tecice tahanan
C. Lgncatat Jdan nenysubil) cep sidik daci, tiga jari

tengah dari warod kird tehanan, kedalam buku reqgis
vony dleediakan

Pengelussun talianar q:t;h cuparlean sidang pengadilan,
surat pengglilanny - r' ks mudah diterima oleh kepala
Rumalh Tahsahan HﬁgﬁrblkRLJ“ﬂJ, telinbat-lanbatnya lucd
jam mebalum narti cA\j”g‘

Tahanan dimaksod hyﬂE 1] fatvs sudab berada delen
Bumah Tahanan Negars (RUTAN] selarbat-lambatnye jam 17
kecuali dalam hal-hial tertentu bils dipandang perlu.

Dalam palaksensan pelfreluarsn tehanan dimarsud ayat (1
petugas Rumah Tahuosn Negqura {RUTAN) malakssnaksn tuga
EbbagnLraua dimaknLL.unLh. pamal &I avat (3).

R

Ponyaluacrsn tahos in karena petasl ihan jenis penehane sz,

FUS PArdSsSAEEian fhlat Vol toly derd fpntonsi YOG mara

Delem pelsaisanzan pongelearo: Cehiensan dimakyud aveEt 1L

PEbugas Hwdoh Taionan suyara (LUT.M, dutemr vag melmLﬂm

ket vugus sebaooirm.snd Caeahued o lan Fanal 240 sval (1)

juga harus .

B. PEMBTLLSAIAR Auw .o a4l Sesshall yeng akrn dikeluatris
itu kupada dokte. faansh Tanandan Negara (BUTAN] . wat,
menyampalken hasiloga rupade inctensi yvawg renshan

dan kepads bochanan dtu sendiri.
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b. menyerahkan Leraay-iztienyg wilik tahanan yang ada dan
diticipkan poda humlh Tahanen Negara (RUTAR] dangan
berita acare dan meicaotatnya dalen buku regizstor yang
disediokan. ‘

Pasal 25

{1) Pengeluaran tahanan k& wna penangguhan panzhanan, harus
bardasarkan suvat psristsii pengeluaran tehesan dard

instansl yeng menzhean.|

I
(2) Dalam pelaksanaan pembilagen tahanen dimaksud ayat (1]

patugas Rumah Tahanan Jdesera (LUVAN) harus o

a. meneliti surat po-iftah pencelueran tahanan dari
inatanegi yang echahipzn. '

b. . membuat berita scard pengaluaran tahanan deri Rumall
Tahpnan Negara (RUTAN) , dan menyempalken Lemburan
kepada inestansi yeng merahin, i I

c. Bancatat surat-sussnt pananogulban penahanan dan nreng-
«aebil cap sidik jarj, tiga jari tengah dari bangan

kiri tehanan yang birsangkutan kedalam register yang
disediakan.,
d. memaeriksakan kesahatar behoenan yang.berzanqkutan ke~
pada dokter Rumai Thhanan Legara (RUTAN], dan mieny.am
: paikan hasilnya keptda inskansi yang menahan dan ko=
pada tahanan ity seiarial
8, menyerthkon barang-Laring milik tahanan yang ada dau
dititipkan kepads Rhﬁ:h Tahanan Negera [(BUTAR) donga
berita mcara dan nehcatat dalma registar yang i -

sadiskan. |

iF;uul 26
{l}] Pembebanan tahansi .&Ihn: mGaah tidal discrlukean lest

penahanonnya horus Fepis=o “keyn vuret perintan pengelual
an tahansn dari inscen:i vianyg mopehan,

(2) Dulam pslaokmannan ptmhﬁudg¢n cohonsr dissksed ayat (1),
patuges Eumah 'Tatensn dogarae [(AORARY) harus o
A, mensliti surzt poristal pariolienan tahanzn darid
instengi yang menabang
b. membuat berita sLcarn pecbecasan bahanan dari Rumbh
Tahanan Hegarz (RUTAHY, dan mwnyampalkan tombusen
. kepada fnstansl y&ng muﬁahcn.
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- ol , ;
€. meEnchtat dah wengar il orp eldik jari, tiga Jari teng

]

mEpohtat oap miptea~liil chd sidil jaxi, tiga Jdaurl cetign

dairs pangney ied :.';-fi:a.n::*. dalen Luku register vapng di-

ecdiaken 1 |

4. moeriksalran hese fan tihanan yvang dimeksu: ke dokte:
Pumah Tahunon Kegara (RCTAN), Jan menyamnailan hasilny
kopada inztansl yarﬁ menshan dan kepada tahanan yang
harsanrkuten

e. anyavahlan Boarend-hasents mnilfik tuhenan verg ada can

dititipran padr Foamih Pehonan Degara (RUTAN) dengan by

Flta acarna den dlicatel dalawm reuiszer vang dinedisk=n,

B 41.‘-.1 &7

fembobasan tehonar hatile dilsksansahaa pada hari itu juce
airabile postsan oan w3 i wing telah heppuiiveal sekuatan
hikun tetes, teieh oowlod Jaacen azna tzhanannya.

Latal seleridnaan i [Beas cahanan dinakeued avat X,

g en R N Tabaacs T sase BRETANY htinge o

a. men2litl apavab cutdecan Lskin sodzh nerpunyal kebhuoaver
hulem tatep |
De.onassuat havlta oo b nbabadian, <an dissrpaiian ko

Kedsksaza, peaooiiisdn den lepsda fahanan vang bersenc

gard teaagen kit -pang cesrans bevrangkotun, dalam bt
Tegiatey vang ﬁinuﬂiﬁkun.
d, mesarikoakin leaslailin Cchanan yany bersanuckuavan
colter R[umah Tahinoy flus2la [RUT-N), dan manymapatien
hanilni keosds hu;n'"::r prejadilen dan iaunalh yoan

Dersangautan ; .

e, manrar=hikiar Baveng—liiceng nililk telanan yoay olaodia

ST Iph b Eer T An M, o ane Mgl rl tENYE N de

aowhg”

Bivsdba aohen Gin diael v Oal o aninrey Lt O G IS T

,..‘ql!':.'._.. ?H

Pea,anAan yeny taleh Lebdy moecd poenshagdiny. dan cidar ds
Tl perosiganttan nedialis ey i skinon sopulil harl toae
nya kepale Rumalh Tann:? Hecara [RUTAWN) telah menberitah
kin kerada dnstenti yaeld mevchan, dan fernyat: tidal oo
direrpanizng tha s pvachiidnnya, vahlaan dikeluackan dedit

hukun setelal Mensusesnl o ongen instonusi yang meuahan.
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{2) Pelaksanaen pond

|
mfu:run tahanan demi hukum dimaksud

eyat (1) potugas Fumah Tahanan Negara (RUTAK] herua

. memparhatikan hal-hal sebagai barikut 1

a, meneliti Ferballi surat parintah penahanan yang te

dahulu te:hadap tathonan yanyg bersangkutan g

b. membuat berita acaru pangeluaran tahanan dari Ru-

mah Tahanan Negara (RUTAH), dan menyampaikan keap.

instansi yang ﬁenuhan dan tahanan y&ng herpanyg o

a. mencatat dan wengambil cap sidik jari, tiga jaci

tengah dari taﬁgan xiri tahanan, dalam register
yang diﬂediakaﬂ'i

d. menyershkan keubsli barang- barang milik tahanan

ada dan diLLngkﬁn peda Rumah Tabanan Negara (RU

dengan berltsa dcara paaysrahan den dicatat dalam

" register yang gissdiskan.

| it

| Paral 29

hutnntuan péasal 28 bmﬂlaxu juga  terhadap tahonen yang o
| ' penunggy putusan bundina atau kasasi,

(11

(2)

{3}

BAL W

EEANANIL, I1¢ KETERTTIDAM RUHhH
‘ HAHAMAMN HEGHRRM

[ Pasnl 30
| :
Teptla Rumah Tahansn Nogara (RUTAN) bertenggung J&
atas keemanan dan' ketartilban Rumab Tahanan Hejara
(RUTAN} . |

i
palam hal tnr]ad; karusulien ataud keadaan darurat ]
veng manetlukan JnﬂTUR pengamanan diluar Rumah Tal
Hegars (RUTAM), kapala dua ol Tahanan Negara (QUTAS
pat mecints banlu.n POLRI/ABRY yong turdokat.

pirektur Jenderal Faaetyerahetsn wanguluacknn pet
pelaksanaan lebih lsnjut tentang keamanan dan kel
Rumah Tahanan Woysra (RUTAR] .

‘¢
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8. Direktur Jencderal Pemasyarakatan Departemen
Hehakiman;
5. Kepala Kan=gr Wilayah Departemen Kehakiman di

geliruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarina
pada tanggal 16-12-1333.

4
4{%-
9;;; rTERI KEHAKIMAN - RI
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PETMTTAL ACKHAK LN
MEFUSL R drOORI T

" Henimbang

Honginget

d.

KEPUTUSAN HENYHGT KEHAKIHAN REPUBLIK IRDOHYSIA
HOMOR @ ¥ 01=-UM, D) .06 TAHUN 1983

TERTANS

PENETAFAN LEIEAGA PENRSYARAKATAN TERTES
BEEAGAT KUMAH TAUANAN MEGARA |,

HENTEWUT REMAKINAN REPURLIE IHOOMES i

b1531 eaxbil muzaungygu terbantuknya Russah Trhanet by
ra {RUTAN) barﬂﬁutrkhn Fasul 1B dan Pasial ¢ Povsl:
Pemarintah Newxor 27 Tahun 1%83, mala senkgal palel
an Pasal 3@ a}-a:!. (1), Monteri Rehalimen dabbl mens
kan Lembuga Ptﬂ-i';ﬂfi‘."irl..'ﬂﬂt-kﬂ tertentu sabagal Rumal 7
banan Hegari [RUTAN); ‘

bahwa pengingat hal terswbut Prda tih o periu dike
kon Faputusen Mintaeri hohakimen Republil Indtiee la
tany panetapen lwabsagu Damnsyarskaten tertenty sub:
Rumah Tahans: i':i-qe._"u. (HUTREY 1

Undang undang H%ﬁo: L tehun 1561 tentang Uuken Agtid
Ficdana H..ea.b;-;a:c.la Reaure Rapoblay Iodonopie Tebah 1S
Homor 76, Teaii..|
Nomor 3300}

=i Lesharan kogars Republik Indenut

Peraturan Per;u:.f...;....'ﬂc-r:ar 27 vahurn 1983 tuntang e
»ANBAD gjecah Undony unisag Hukus Aczra Pidang {Lest
Hegers Repulilik ?1n4.immaia Tahun 1843 Wouor 38
Leabaran Hugara

¢ Taunk
sepublie Indonecle Womor 32530,

Feputusar Preaic o fepubllik Indonesia Romor €0 Tebu

1874 tentany Posok pokok Orvanisesil Departeswsen)
|

Keputusan Precicen Republik Indonesia Nemsr 45 by
1974 reocung Sidds o Orgunicowi Dy fartesas lassirer
YARg teladh Looosfinsy hars ddviLeh Luwrokliir Jngaa

an Presiden Lo o1t fnderario Nombht I Sahens 1

=z R T |
Faputuean Mestor: wchekisen Bepulbilik Indonseia Lao.
Y3 471272041576, twatang Susunan Orgyesices L g Yo
ksrfa Lwcbiga vaissybrskatan den Pengentauen Angli:

|
Feputueen Ment: 1 lahekinan Republis Insdoonwdla ke oo

N.04.PR.CT.10 Tenun 1982 tentang Organicasi don il
kerja Rentor ¥:ilayash Departenssn Sotallmang
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Menetapkan

HEMHUMTH S K AR :

KEPUTUSAN HEHTERH REHARIMAN REFULLIX IRDORESTA THNTAI

PENETAPAN LEMEAGH PEMASYARAKATAN TERTENTU SEEAGAL RU-
MAH TAHANAN HEGAT.

Pasal 1

Lembaga Pemasydrﬁkutan yeng tersebut pada la pitan I

Keputusan Menteri ini, éitetapkan sebagai Rurah Taha
Negara.

F

rasal

Lembaga Temasyarfkstan yang tersebut pada lampiraen 1

Feputusan Menteri ini, disamping tetap sebagai Lemba
i .
Pemasyarakatan, l.eberapa ruangannya ditetapkan sebag

Rumah Tahanan Nebhara.

Pasal 3

Pengelelsan duri poda Hurah Tahanan Negara dimakoud
sal 1 dan Pasal !, dilakubkan oleh Hepala Lembaga Pem
|
rakatan yang herpangkutan.
1
I'agsal i
Pemindahan narnpld;ua sebagat akibat ditetéphan I
Pemasyarakatan sdbagal Kumah Tahanan Negara becdacar
Keputusan Menter: ini dilaksanakan berangsur ang:ur

suai dengan pctuﬁjuk Direktur Jenderal Pemasyaral it
sl b

Keputusan in: waiar Lerlaiu pada tanggel ditetaphon

SALINAN keputus.ay in: disampsikan kepada :

Ly sheta, ol smady «Gund- Fepib ik Shdtnarsiag
2. e J 2 e latd = unitiaddeny” A aEEesTE e S
Fa Mt Lo ket Boratbil Vi dndoniaiad

|
AL Takicad - aapy fepehldik - Indoni sdwas

5. sepald Kepoliian Wegars Eepuhlin 1ass

G BireRivr dondaied Anggaran Depurveinet bt
R PR T R B T4 BT TR

T. Selhuweturis Jenderal, Jospeltur Suudored,
Bacan Lonsiinaan Huku dasiomal dan AT b
tur Jusaderal drlinskingan Dopartemen ¥ihs

Ay
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LUERTER] KEHAKIMAK
RCPUBLIE  INGOHESIA

BAPTAR L HENE .

EREG Dl

EAKWIL DEP.REHAKIMAN

2

D KT JEXARTR

JAWA BERAT
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= I O e S T IS o A \ Mudiun 1

1 SUMATERA UTHRIC Ti: 3P Pa L ': IFancur Batu

| T U il o R gl | Tanjung Bura
} ' AR sy | 1o P Taghunn Bulad
s E S | ®entan Parapat

A ] TRl ¢ fataniahe

T v b e | Xorapinang

4

5

AR - e TR ] [ e S ! Labulan Bilik
7

E

L% Lahvonin et Lutaziian D2li
B ol Setaen i' iyl Pangkalan Brandisn
10, oL Leks, Jl Lot 1613l Teling Tincgli Deli
31, LF LGDL® T s | Lubuk Pakam
12. TP Sidlneds iy Sidikualanag

135 Bl g Hinjai
YL Lot QUi Etiii ] Gunang Sitoli

Polaug Pelo

16. LP Paunng i S Padang Sidenpuan
: Kt anopan

Cunung Tan

19. LP Tarus Tarutony

20. LP Eiﬁu.it..';"l]'

21, EEvPdaminr s
)
2

vihorong-borong

Panguiruran

12« LIV SLpayas e Sipirox
3. R Earivad :l Tarsialungan
. P 1A L L g O | Baiug
Z5,. 17 Sihussi s I Sibwhuan
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l14. LP Muara

i Tsites Je
2 3 q 5
13, LP -Polewalj Polewali
J l4. LP Mamasa Mamasa
15. LP Mamuiju Mamu ju
16. LF EEHQkhEh Sengkang
1. LE Watansmgcng Watansopeng
18, LP Makale Makale
19. LP Masamba) Masamba
40, LP Malili Halili
21. LP Bau-bau Bau-bau
22, LP Ra h a| Raha
23. LP Kolaka | Kolaka
D.I. ACE H 1. LP Sigli | Sigli
2. LP Lha nga Lho nga
3. LP Lho Ssunawe Lho Seumawe
4. LP Lho SukSn Lho Sukon
5. LP Babkang Sabang
€. LP Bireusn Bireuen
7. LP Takengoa Takengon
Ba LP I3 I . d &
9. LP Fumla Simpang Fuala Simpang
10. LP Kota Ba<ti Kota Bakti
11. LP Kotacane Kotacane
12. LP Elangkaﬁeren Blanhgkajeren
13. LP Calang Canlang
14. LP Tapaktuan Tapaktuan
15. LP Singkel; Singkel
16. LP Sinabang Sinabang
SUMATERA BARAT. 1. LP Pariaman FPariaman
2: LP Painan Painan
3. LP Alallan Panijang Alahan Panjang
4. LP Maninjaua Maniniao
5. LP Muara Lubuh Muara Labuh
6. LP Padang anjang Padang Panjang
7. LP Lubuk Sikaping Lubuk Sikaping
B, LP Tow Y u T A
%. LP Payakumbul Payakumbuh
10. LP Suliki Saliki
11. LP Sawah lunto Sawah Lunto
2. L' siduninng 51 junjung
13. LP Batusangkar Batusangkar

PR
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s

ﬁﬁ

11.

2 3 | q
i
14. LP Muara Lihcrut Muara Siberut
) 165 £ Eungmiiﬂareh Sungal Dareh
16. LP Lubuk liasung Lubuk Basung H
R I KU 1. LP Bengkalis Bengkalis
2. LP Siak Sri Indrapura | Siak sei Indragrira
3. LP Bagan fiapi-api Bagan Siapi-api
4. LP Rengat | Rengat
i S Tﬁmbi]ﬁhan Tembilahan i
6. LP Teluk }fiuantan Teluk Kuantan
7. ILP Selat Panjang Selat Panjang
8. LP Bangkinang Bangkinang
5. LP pasir Pa!?qi:'ﬂ}'m Pangirayan
0. Io P v a i Dumai
1l1. LP Tanjung “alai Kari- Tanjung Balai Fari-
mam. e,
12. LP Dobo Siugkep Doba Singkep
SUMATERA SELATAN 1. LP Tanjung Raja Tanjung Raja
DA JANBL 2. LP Sekayu Sekayu
3. LP Muara Eiim Muara Enim
4. LP Muara Dia Muoara pua
5. LP Pagar Alam Pagar Alam
6. LP Tebing %inggi Tebing Tinggi
7. LP Lubuk Linggau Lubuk Linggau
B. Lp Baturaji Baturaja
9, Lp Martapura Martapura
10. LP Prabumulih Prabumulih
T R e sarolanmes Rewas Sarolangun Rawas
12, LP Muntok Muntok
13. LP Tanjung Pandan Tanjung Pandan
14. LP Muara Tenbesi Muara Tembesi
L5. LP Mvara Teﬁc Muara Tebg
6. LP Sarolang:n Sarolangun
17. LP Sungai Ponuh Sungai PFenuh
18. LP Muara Sabak Muara Sabak
12. LP Palembang 1 Falembang .
ILAMPUNG & BENG- l. LP HKotabumi Kotabumi .
KQLu, 2. LP Menggala Menggala
3. LP Sukadana Sukadana
£ L X vy 3 Kruwld i
5. LP Kalipecda
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12.

13.

15.

- Digital Repository Universitas Jember

: 2
|
2 3 | 4
.
. LP Kalianda Kalianda
A . LP Kota Aﬁung Kota Agung
« LPH anna Manna
w LBCu Toup Curgp
KALTHMANTAN BARAT 1. LP Sanggau Sanggau
2. Lp Memoawalh Mempawah
3. LP Sintanyg Sintang
4. LP Fetapang Ketapang
5. LP Sambas Sambas
£. LP Putussibau Putussibay
giilHANThH SELA- Y. LY Pleiha%i Pleihari
TEHG;HTALIHhHThH 2. LP Kotabaru Kotabaru
3. LP Rantau Rantau
4. LP EKandantan Fandangan
5. LP Barabai Barabai
6. LP Tanjune Tanjung
7. LP Kuala tapuas Kuala Fapuas
B. LP Sampit Sampit
9. LP Muara T1eweh Muara Teweh
10. LP Marabal an Marabahan
1l. LP Huntuki Muntaok
KALIMANTAN TIMUR 1. LP Tarakan Tarakan
2. LP Tenggarong Tenggarong
3. LP Tanj)ung Redep Tanjung Redep
I
SULAWESI UTARA &| 1. LP Amurang Amurang
SULAWEST TENGAM. 2. Lp Tﬂnddnﬁ Tondano
3. LP Kotamclago Kotamobago
4. LP Enimawira Enimawira
5. LP Tamako ! Tamako
6. LP Lirung Lirung
7. LI Thagulandang Tagulandang
B. L Ulu Siau Ulu Siau
5. LP Donggala Donggala
10. LP Parigl Parigi
1l. LF Toli-tali Toli-toll
12: LP'L e gok Legok
13. LP P o e o Poso
14. LP Eoloned:ile Kolonedale
15. LF Ampana Ampana
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X

16.

bAL

IRIA

1 | 4
"BALI & NUSA TENG-| 1. LP Negara Negara
#| GARR BARAT. 2. LP 'Tabanan Tabanan
1. LB Gianyar ! Glanyar
4, LP EKlungkung! Klungkung
5. LP Bangli Bangli
6. LP Pravya Praya
7. LP Selong | selong
B. LF Sumbawa Busar Sumbawa Besar
9: L Raba Eimal Raba Bima
|
WMUSA TENGGARA TI-| 1. LF Atambua | Atambua
MUR & TIMOR TIMUR.| o  grp Refamenanﬁ Kefamenanu
3. LP So'e : Sa'e
4, LP Ba'a Rote' Ba'a Rote
5. LP Kalabahi Kalabahi
6. LP Waikahubal: Fabubak
7. LP Bajawa . Bajawa
8. LP Ruteng Ruteng
g. LP Maumere | Maumere
10, L® Larantuka Larantuka
MALUERDU 1. 1P Piru Piru
2. LP Saparua | Caparua
3. LP Masohi Maschi
{1. LP Hamlea - Hamlea
5. LP Sandanaeri Bandanaera
E: LP Geser : Geser
7. LP Wonreli | Wonreli
§. LPF Dob o B o bo
e 'LE T a 1l T oAl
10. LP Saumlaki Sagmlaki
11. LP wWahai Wahai
2. LP Tobelo i Tobelo
13. 1» Jallele Jailolo
14, L¥ Labuha Labuha
15, LI Senama Sanama
16, LP Morotaimu Morotaimu
13. LW e a & Wi 4
JAYA 1. LP Sarmi o Sarmi
T TP SEfl Serul
3. LB B x:a k Biak

4. LF l-*.\!:ai'{

)
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ALI SAID, SH

K] 4
4., LF Nabire Nabire
5. LP Wamena Wamena
6. LP Kaimana | Kaimana
7. LP Epkonay Fokonau
B. Lt Fak fahk Fak fak
9, LP Manckwari Manokwari
10. LP Tominabuhan Tominabuhan
11. LP Bintuni Bintuni
12, L? Tanah Merah Tanah Merah
13. LP Mindip Tanah X | Mindip Tanah
14, 1P Kepi/nije Bade ¥ FKepl/Bije Bade
15. LP A g a t 8 J~ Agats
(R o
ey e e e ——
RI :
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Digital Repository Universitas Jember
LAMPIRAN TI1 : KEPUTUSAN MENTERI KEH
‘ REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M,03-UM.01.06 Th, 188
1 ANGGAL : 16 Desember 1981,

MEHTERI KEHAKIMAM |
REFUBLIK INDOKESIA

i
DAFTAR L%Hﬁhch LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YANG DISAMPING TETAP SEDAGAI LEMBAGA PEMASYARAKAT

BEBERAPA RUAWG&HHY& DITETAPKAN SEBAGAT RUTAN

- - s

1 S 8 & 3 B = T X8 8 ok g o o8 = liﬂ"-'_ﬂ-"“-ﬂ"---'--“-*:
¥ "

NO ¢ KANWIL DEP. KEH ¢ pruciiimiof ot LOXAST : RETE
1 : D.K,I. JAKARTA t 1.LP. Cipinang : Jakarta Timur t
3 1 2.LP. Tangerang : Tangerang H
2 : JRWA BARAT : 1.LP, Eancedy : Bandung ;
| @ 2.LP. Bﬂgnr' ¢ Bogor 1
i t 3.LP. Beranc : Serang 3
: i 4.LP. Cirebcn 1 : Cirebon T
: s S.LP. Sukamiskin : Bandung :
t : 6.LP. Kunincan : Kuningan H
3 ; JAWA TENGAH dan ¢ 1.LP. Mlater : Semarang :
: D.I. YOGYAKARTA 1 2.LP.W. Dulv : Semarang £
: 1 3.LP.AN. Kutoarjo : ¥utoarjo :
i t 4.LP. Pekalungan I : Pekilongan :
1 t 5.LFP. Yogyakarta : Yogyakarta t
T t 6.LP. Srage:r : Sragen 3
: t 7.5LP, Puruwokerto Purwokerto 3
z t B.LP. Burak:iyrta : Surakarta 1
i ; t 9,.LP, Blude: s Bleder H
4 : JAWA TIMUR + 1.LP., Kaliscsok : Surabaya :
|4 : 2.LP. Sidearijo t Sidoarijo :
{ t M.LP. Malanc . % Malang :
: : 4,LP. Pamelkpsan ¢t Pamekasan 3
: $ 5.LP. Hediri : Rediri |
: t 6.LP. Madiur 1 £ Madiun i
¢ t 7.LP. Jdember : Jember 1
: : 8.LP. Bojonegoro : Bojonegoro :
5 : SUMATERA UTARA + 1.LP. Mecdan |1 : Medan 1
; : 2.LP, Pematang Sian: Pematang Siantar:
% i tar H 3
: t 1.LP. Sibolca : Sibolga g
: t d.LP. Labuhsn Ruaku Labuhan Ruku 1
H ¢ 5.LP. RBaligye Bnlige H
6 : SULAWESY SELATAN : 1.LP. RHewiay: : Kendarid £
: dan SULAWESI TENG: 2.LP. Ujung Pandang: U4{ung Pandang 3
1 GARA 1 J3,LP. Pare jare : Pare pare !
: t 4.LP. Hajens t Majene i
: t 5.LP. Watampone ¢ Watampone t
H 1 6.LP. Palope : Palopo i
: : 7.LP. Pangkaj¢ne : Pangkajene t
7 3 0.I. KCEHR t L.LP, Banda Aceld thceh :
i : 2.LP, Langse : Langsa :
H :+ 3.LP. Heulatoch : Meulaboh :
B : SUMATERAM BARAT t 1L.LP. Padang t Padang :
- ¢ 2.LP. Bukit Tingga : Bukit Tinggi H
: i 3.LP. Sclok : Splok 1
9 +: RI1 AU t 1.LP. Pakanlaruy : Pakanbary -
¢ 2.LP. Tanijurg Pinang : Taniung Pinang
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Kuisioner Untuk Tahanan

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Agama

Asal

Pekerjaan sebelumnya
Pendidikan terakhir
Status dalam keluarga

Kasus

Daftar Kuisioner

1.

Selama dalam masa penahanan di LP Jember, anda berstatus tahanan di tingkat pemeriksaan 7
apolisi bJaksa ¢ Hakim Negeri d. hakim Tinggi e.MA

Apakah anda pernah sakit selama di LP? a. ya. b. tidak

Bila ya, penyakit apa yang pernah diderita?

Bagaimana jaminan kesehatan anda selama anda menjadi tahanan?

a. sangat terjamin b. terjamin  c¢. cukup terjamin d. kurang terjamin

¢. tidak terjamin

Apakah teman tahanan anda, ada yang meninggal?

kapan? mengapa?

Apakah anda menggunakan hak anda untuk menerima kunjungan?

Berapa kali per minggu?

Bagaimana anda menggunakan hak anda untuk mengirim atau menerima surat kepada/dari
keluarga atau penaschat hukum?

a. sering b. kadang-kadang c. pernah  d. tidak pernah

Apakah anda menggunakan penasehat hukum? Mengapa?

Bagaimana anda menggunakan hak anda untuk menerima kunjungan rohaniawan?

a. sering b. kadang-kadang c. pemnah  d. tidak pernah

Bagaimana kebcbasan anda dalam berpakaian?

a. bebas b. terikat

10.Bagaimana pola makan anda selama menjadi tahanan?

a. lebih dari 3 x seharib. 3 x sehan ¢. 2 x sehan d. 1 x sehan e.bawa sendin
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11.Pola menu yang anda dapatkan dalam seminggu

No Hari | Waktu Menu
1 | Minggu |'
|
1 T =
2 | Senin |
|
3 | Selasa e
4 | Rabu . - B
|'
5 | Kamis ;
!
[
6 | Jumat i
1
| |
7 | Sabtu

12.Bagaimana fasilitas kamar tahanan anda selama menjadi tahanan?
a. sangat baik b.baik c sedang d. kurang baik e. tidak baik

13.Beri contoh fasilitas yang anda terima :

14. Bagaimana anda memenuhi fasilitas yang anda inginkan?
a. disediakan lembaga b. beli ¢, bawa sendiri  d. lain-lain
15.Selama anda di tahanan apakah anda pernah mendapat keterampilan?
16.Selama anda di tahanan apakah anda pernah merasa melakukan pekerjaan ?
a Ya b.Tidak ¢. Tidak merasa
17.Rila anda merasa melakukan pekerjaan, bentuk pekerjaan apa yang anda rasakan?

| No ~ Bentuk Pekerjaan yang Anda Rasakan
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1 kalimantan 37 Eampus Tegalboro Kotak Pos © Jember 68121
| (03317335467 - 330482 Fax 330482

Momnr 4810 /175 1.1/PP 22002 lomber,9 September 2002
Lampiran =

Uerthal S KONSULTASI

vih, Xepala Lembaga Penasyarakatan Jember
Al =
Jember,=-

Dekan Pakultas Hultum Universitas Jember bersama ini dengan Norfnat

manghnrdapkan kepada Saudarn seorang mahasiswa !

Naman . Hﬂd‘ m PB.‘EB]F

AL . 98 - 237 4
Do 81 lmu Huloumn .
Adaruat M Jawa VI/7 Jembor

Keperluan - Konsuliesi tentang Masalah " Pemenuhan Hak-Hak Tahanan
Yang Dititipkan ™ndn Lemhaga Pemasyarakatan Kelas
II=A Jembery"

Hasil konsultasl ini digunakan untuk melengkapt bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

TPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NI 130 808 QA5

Tembusan Kepada
% L KeJure Pldana.-
o Yih. Kotija Bagian = o eeeomsmrmsosen,

¢ Yanp herenngglutan
-t -

o~ Arnsip F
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DEPARTEMEN KEHAKTMAN DAN HAK ASART MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Ponor = WI0.UM 06 10 242

Memperhatikin  smat  Fepala Lembaga Pemwsywakabm Flas [JA  Jember (anegal
14 September 2002 Nomor : WI0. E 33, UM. 01. 06 - 61, perihal |im melaksamalen penoliian st

Nama : HILDE GARDA PATSY

Nomor Induk Maehasisiwa ¢ 9R0710101237

Alamat ¢ I Jawa VI / 7 Jember

Mashasiswa ¢ Fakultes Hulown Universitos Negeri Jember ( UNEJ )

Keperiman . lzn penelitian di Lembaga Pemaryarnkatan Fias [LA Jember

Tunggal dignilai © 23 Oktober 2002 a/d 23 November 2002

Jumlah pengilat 3

Judul proposal . Pemenmuhon Hok - Hak Tohsnan Veng Dititipkan Pada Lembaga
Pemnasyarakaton Flas DA Jember

Dengim catuinn dalam jangka waktn 02 ( dun ) bulan seteluh pevelition / research ymng
dilakvknn stan wefelsh selesni pembuatan Skripsi, kepada Dekan yang berzanglotan  drwayiblnn
mengirimkan hasiloyn 1 ( sotn ) exemplo kepada kani. Hal lervcbul smgal diperiokan dalam raogka
evalums dmn pengembmgm pelaksaomwon tigas di Jajurmn Kantor Wilnyab Depietemen Kelmkimmn dan
Hak Asasi Mammwin di Jaws Tinmer.

Demikinn surat ijin ini diberikan kepada yang bersanglatan dan dihorapkon bantuan seperhmya
kepada pibak yong terkait sepanjung tidak berfentangan dengmn pernfwran yong berlakun dan tiduk
melmggar kode etik Kepeguwainn, Narapidana dan Tabanan

DIKEFLUARKAND]I : SURADAYA
PADA TANGGAL : 11 Okiohe 1002

KANTOR WILAYARH
WUSAN PEMASYARAKATAN

Tentnsan Kipada Yih, :

1. Kepala Lembaga Pemaryarnkatan
Elas OA
Ih-
JEMBER

2. Dekan Falultas Hidom Universitas Negeri Jember ( UNED )
Di -
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.L
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

LEI\'.[BAGA PEMASY&RAKATAN KELAS I A JEMBER
amat JLP. rman No. 13 Jember

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat pengantar dan fakultas Hukum Universitas Jember No.
" 4810/J25.1.1/PP.9/2002 Tanggal 09 September 2002, perihal ijin penelitian
mahasiswa dengan identitas :

Nama - HILDE GARDA PATSY

NIM 98 — 237

Alamat ;1 Jawa VI/ 7 Jember

Judul Penelitian - Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [I A Jember.

Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

Menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas diatas telah benar-benar
melaksanakan penelitian pada instansi kami. Surat keterangan ini kami buat agar
digunakan sebagaimana mestinya,

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara di sampaikan terima kasih,

Jember, 17 Februari 2003
/‘i KEPALA.

i B/
‘F.,.r
]!f / |
-3 AL PR T PR
- — o m— 1
T‘-—'-"\ Bambang Su _giuBoA’

N33 NIP - 0400]1 7596
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